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ABSTRAK 

LathifahRidlaAgustina. 2018, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran 

Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Provinsi di Indonesia”. 

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja    

Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan  

  

Pengukuran kinerja keuangan merupakan alat bagi masyarakat untuk 

mengetahui akuntabilitas dan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya.Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah 

daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja    

Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan total aset. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan data APBD, RAPBD dan Neraca Provinsi di 

Indonesia selama tahun 2013-2016 yang telah diaudit.Data tersebut diperoleh dari 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui permintaan informasi melalui 

e-mail.Terdapat 34 propinsi yang menjadi sampel penelitian ini yang diambil 

menggunakan metode purposive sampling dengan syarat memiliki data yang telah 

diaudit dan memiliki data yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja. 

Hasil Penelitian ini menunjukan hasil bahwa secara individual PAD, 

DAK dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah.Sedangkan DAU dan belanja modal secara individu 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian secara 

simultan mrnunjukan bahwa PAD, dana perimbangan yang diproksikan dengan 

DAU dan DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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ABSTRACT 

LathifahRidlaAgustina. 2018, THESIS.Tittle: “The Effect of Local Revenue, Fund 

Balance, Capital Expenditure and Local Government Size to The 

Financial Performance of Province Government in Indonesia”. 

Advisor :  Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA 

Keywords : Local Revenue, Fund Balance, Capital Expenditure, Local 

Government Size, Financial Performance  

 

Measurement of financial performance is a tool for the people to know 

the accountability and responsibility of the government in carrying out its duties. 

Several factors affecting the financial performance of local government. They are 

Local Revenues, Balancing Funds, Capital Expenditures and Local Government 

Size proxied by total assets. The purpose of this study aims to examine the effect of 

Local Revenue, Fund Balance, Capital Expenditure and Local Government Size to 

The Financial Performance of Province Government in Indonesia. 

This study uses APBD, RAPBD and Province Balance in Indonesia during 

the year 2014-2016 that has been audited. The data is obtained from the 

Directorate General of Fiscal Balance by requesting public information by e-

mail. There are 34 provinces that become the sample of this study which is taken 

using purposive sampling method with the requirement to have data that have 

been audited and have data that can be used for performance measurement. 

The results of this study show the results that individually PAD, DAK and 

size of local government significantly influence the financial performance of local 

governments. While DAU andcapital expenditure individually do not affect the 

financial performance of local government. Tests simultaneously indicate that 

PAD, fund balance that proxied with DAU and DAK, capital expenditures and 

size of local government significantly influence the financial performance of local 

governments. 
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 المستخلص
 

الموضوع ،بحثالعلمي،8102لطيفةريداأكوستينا،
"تاثيرالإيراداتالاقليميهالاصليه،وصناديقالمعادلة،والنفقاتالراسماليه،وحجماستجابهالحكومةالمحليةللأداءالماليلمقاط

 عهالحكمالمحليفياندونيسيا".
 المشرفة: نينادويستيانيغسيهالماجستيرةالحاجة

الكلمةالرئيسية: 
 اداتالاقليميهالاصليه،وصناديقالمعادلة،والنفقاتالراسماليه،وحجماستجابهالحكومةالمحليةللأداءالماليتاثيرالإير 

ويمثلقياسالأداءالماليأداهللجمهورلمعرفهمسؤوليهالحكومةومساءلتهافيأدارهاعمالها. 
النفقاتالراسماليه،وحومنالعواملالتيتؤثرعليالأداءالماليللحكوماتالمحليةمجالالإيراداتالأصلي،وصناديقالمعادلة،و 

جمالحكومةالمحلية )الموكل( حسبمجموعالأصول. 
وكانالغرضمنهذهالدراسةهودراسةتاثيرالإيراداتالاقليميهالاصليه،وصناديقمعادلهالدخل،والنفقاتالراسماليه،

 وحجماستجابهالحكومةالمحليةللأداءالماليلمقاطعهالحكمالمحليفياندونيسيا.
8102والتوازنفيالمقاطعاتفياندونيسياعليمديالعامالماضيRAPBDويستخدمهذاالبحثمنحالبيانات،

التيتمتمراجعتها. 8102-
البياناتالتيتمالحصولعليهامنالمديريةالعامةللمساواةالماليةعنطريقالمعلوماتالمطلوبةعنطريقالبريدالكتروني. 

 purposiveالمقاطعاتالتيأصبحتهذهالعينةالبحثيةالتياتخذتباستخدامطريقه 23هناك 
sampling.أخذالعيناتمعشرطانيكونالبياناتالتيتمتمراجعتهاوالبياناتالتييمكناستخدامهالقياسالأداء 

وأظهرتنتائجهذهالدراسةالنتائجالتيحققهاصندوقمعادلهالمساواةبشكلفردياثراهامافيالأداءالماليللحكومةا
لمحلية. 

صولبشكلفرديلايؤثرعليالأداوفيحيناناللوحة،والنفقاتالراسماليهوحجمالحكومةالاقليميهالموكلمعمجموعالأ
ءالماليللحكومةالمحلية. 

وفيالوقتنفسه،وتظهرالاختباراتالمتزامنةانصندوقمعادلهالأداء،والوسادة،والنفقاتالراسماليه،وحجمالحكوماتا
 لمحلية،لهااثركبيرفيالتنفيذالماليللحكمالمحلي.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat berhak melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah.Hal ini dilakukanuntuk mendukung terwujudnya akuntabilitas 

publik sebagai pertanggung jawaban pemerintah atas keberhasilan maupun 

kegagalan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kusuma, 

2017).Keuangan daerah dalam APBD itu sendiri menurutTausikal (2008) 

dalamPutry dan Badrudin (2017)merupakan sumber daya daerah dan media yang 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pembangunan daerah dan mempertanggungjawabkannya untuk mendorong 

kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kinerja keuangan pemerintah daerah 

menggambarkan tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengelola dan mengembangkan sumber daya daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. 

PAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik 

apabila daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya sendiri dengan optimal 

sehingga daerah tersebut akan memperoleh sumber penerimaan yang berasal dari 

daerah mereka sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD suatu daerah 

akan menunjukkan tingkat kemandiriannya dalam membiayai sendiri kegiatan 

pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat menggunakan sumber
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pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri.Apabila PAD suatu daerah lebih 

besar dari pendapatan lainnya, maka akan semakin baik kinerja keuangannya. 

Dana Perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan 

pemerintah daerah(Armajadkk., 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.Dana Perimbangan ini diberikan kepada daerah karena 

setiap daerah memiliki kemampuan dan potensi daerah yang berbeda dalam 

menghasilkan pendapatan yang berasal dari daearahnya sendiri. Apabila 

pengeluaran daerah untuk membiayai jalannya pembangunan, pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat lebih besar dari pendapatan yang dihasilkan daerahnya 

sendiri, maka pemerintah daerah bisa menggunakan dana  dari pemerintah pusat 

yaitu dana perimbangan untuk menutupi kekurangan tersebut. Oleh karena itu, 

besar kecilnya dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah 

juga berpengaruh terhadap tingkat kemandirian suatu daerah. Dana perimbangan 

yang utama mempengaruhi kemandirian yaitu DAU dan DAK. Kedua ini 

merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat dalam rangka menjalankan 

desentralisasi fiskal pada daerah-daerah yang dinaunginya. 

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya 

infrastruktur dan sarana yang dibangun guna meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat (Sudarsan, 2013 dalam Mulyani dan Wibowo, 2017).Semakin besar 

belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja daerah, maka akan 

semakin baik pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. 
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Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat terlihat dari 

pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dijalankan.Hal ini merujuk 

pada seberapa besar pemerintah daerah menggunakan dananya untuk belanja 

modal sebagai langkah meningkatkan produktivitas jangka panjang. 

Ukuran pemerintah daerah bisa menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila suatu daerah 

memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat atas akuntabilitas 

kinerjanya akan semakin besar sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam 

besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total 

aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 

1991 dalam Sari, 2016). Penelitian ini menggunakan ukuran daerah dengan total 

aset sebagai proksinya karena nilainya lebih stabil sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa ukuran 

pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Terdapat beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah 

dilakukan dengan menggunakan variabel independen yang berbeda-beda sebagai 

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu diantaranya adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, DAU, DAK, belanja modal, 

belanja daerah, leverage, ukuran legislatif, ukuran pemerintah daerah, temuan dan 

opini audit BPK. Dalam penelitian ini penulis memilih lima faktor yang 
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mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dana perimbangan yang diproksikan dengan DAU dan DAK, 

belanja modal dan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset. 

Lima faktor ini dipilih karena dari beberapa penelitian terdahulu menemukan hasil 

yang berbeda. Adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu menjadikan 

penulis termotivasi  untuk memperluas pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, 

belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah dengan menggunakan pemerintah provinsi di Indonesia 

sebagai objeknya. Pemerintah daerah provinsi dipilih sebagai objek karena 

provinsi merupakan pemerintah daerah yang tingkatnya berada tepat dibawah 

pemerintahan pusat, sehingga APBD yang dimiliki pemerintah provinsi 

didalamnya telah mencakup dana transfer yang dialokasikan kepada pemerintah 

kota/ kabupaten. 

Peraturan tentang mekanisme pemberian dana transfer daerah kini 

mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD). Salah satu isi dari peraturan itu menyatakan bahwa DAU sudah tidak 

bersifat final lagi. Sebelum diberlakukan aturan tersebut, DAU yang disalurkan 

pemerintah pusat ke daerah bersifat final, yaitu tidak akan berubah bila sudah 

ditetapkan didalam APBN. Namun, saat ini DAU bisa bekurang atau bertambah 

tergantung dari jumlah pendapatan negara. Menurut DirekturalJendaral 

Perimbangan Keuangan, selama ini pemerintah pusat selalu menanggung defisit 

anggaran APBN akibat pendapatan dan belanja negara yang tidak seimbang. 
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Defisit yang dialami negara harus bias ditutupi sehingga pemerintah harus 

berhutang agar bisa menyalurkan belanja negara termasuk dana transfer 

didalamnya. Namun, Kemenkeu menyatakan bahwa tidak semua pemda 

menggunakan anggaran secara optimal dan banyak yang mengendap di 

daerah.Oleh karena itu, dengan adanya perubahan aturan ini diharapkan dapat 

menyadarkan dan mendidik pemerintah daerah agar bisa mengelola anggaran 

dengan optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah 

daerah (Sukma, 2017).Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, 

BELANJA MODAL DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

PROVINSI DI INDONESIA”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang diproksikan dengan DAU dan DAK, 

Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan total aset 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah DaerahProvinsi di 

Indonesia?”. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang diproksikan dengan DAU dan DAK, 

Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan total aset 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah DaerahProvinsi di Indonesia. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagi Peneliti, untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah 

melalui tingkat kemandiriannya sehingga kita bisa berpartisipasi dalam 

memajukan pembangunan di daerah tersebut. 

2) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

bahan rujukan untuk melaukan penelitian sejenis dan memperluas 

wawasan dan informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. 

3) Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan 

untuk mengkaji kembali peraturan yang telah diberlakukan dalam 

upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

4) Bagi investor, untuk menilai keuntungan atau kerugian yang didapat 

apabila ingin berinvestasi pada suatu daerah serta menambah wawasan 

dan informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama, 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Kusuma 

(2017) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Pemerintah Daerah 

terhadap efisiensi 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

( Studi Kasus pada 

Pemerintah Kota/ 

Kabupaten di Jawa 

Timur) 

Kuantitatif Ukuran pemerintah daearah 

yang diproksikan dengan 

total aset tidak 

mempengaruhi kinerja 

kuangan pemerintah daerah, 

tingkat kemakmuran yang 

diproksikan dengan total 

PAD berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah, tingkat 

ketergantungan yang 

diproksikan dengan total 

DAU secara individu tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah, variabel 

leverage secara individu 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah dan 

belanja daerah berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah 

2. Mulyani dan 

Wibowo 

(2017) 

Pengaruh Belanja 

Modal, Ukuran 

Pemerintah 

Daerah, 

Intergovermental 

Revenue dan 

Pendapatan Asli 

Daerah terhadap 

Kinerja Keuangan 

(Kabupaten/ Kota 

Kuantitatif Belanja modal berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah, ukuran 

pemerintah daerah yang 

diproksikan dengan jumlah 

penduduk berpengaruh 

negative signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah, 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Penelitian Terdahulu 

di Provinsi Jawa 

Tengah, Tahun 

2012-2015) 

intergovernmental revenue 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerahdan Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh 

negative signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah  

3. Jauhar (2016) Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, 

Dana Alokasi 

Khusus dan 

Belanja Modal 

terhadap Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota Se 

Sumatera Barat 

Kuantitatif Pendapatan Asli Daerah  

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah, Dana Alokasi 

Umum berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah, Dana Alokasi 

Khusus berpengaruh 

signifikan negatif  terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah dan 

belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah 

4. Aziz (2016) Pengaruh 

Karakteristik 

Pemerintah Daerah 

terhadap Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Studi pada 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota di 

Jawa Timur) 

Kuantitatif Ukuran pemerintah daerah 

yang diproksikan dengan 

total aset berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah, 

intergovernmental revenue 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah dan 

belanja daerah juga 

mempengaruhi kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

5. Sari (2016) Pengaruh Ukuran 

Pemerintah 

Daerah, PAD, 

Leverage, Dana 

Perimbangan dan 

Ukuran Legislatif 

terhadap Kinerka 

Keuangan 

Kuantitatif Ukuran Pemerintah Daerah 

yang diproksikan dengan 

total aset, PAD, dan dana 

perimbangan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah, 

sedangkan leverage dan 

ukuran legislative tidak 
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Pemerintah Daerah 

(Studi pada Kab/ 

Kota Pulau 

Sumatera) 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah 

6. Masdiantini 

dan Erawati 

(2016) 

Pengaruh Ukura 

Pemerintah 

Daerah, 

Kemakmuran, 

Intergovermental 

Revenue, Temuan 

dan Opini Audit 

BPK pada Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota di 

Bali 

Kuantitatif Ukuran pemerintah daerah 

yang diproksikan dengan 

total pendapatan dan opini 

audit BPK berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah, 

sedangkan kemakmuran 

yang diproksikan dengan 

PAD, intergovernmental 

revenue dan temuan audit 

BPK tidak berpengaruh 

pada kinerja keuangan 

pemerintah daerah 

kabupaten/ kota di Bali 

7. Armaja dkk. 

(2015) 

Pengaruh 

Kekayaan Daerah, 

Dana Perimbangan 

dan Belanja Daerah 

terhadap Kinerja 

Keuangan (Studi 

pada Kabupaten/ 

Kota di Aceh)  

Kuantitatif Kekayaan daerah yang 

diproksikan dengan PAD 

berpengaruh negatif, dana 

perimbangan dan belanja 

daerah baik secara bersama-

sama maupun secara 

terpisah berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

kabupaten/ kota di Aceh 

8.  Abdullah 

dkk. (2015) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi 

Khusus terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Se-Sumatera 

Bagian Selatan  

Kuantitatif PAD berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah, 

sedangkan DAU dan DAK 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

9. Ariani dan 

Putri (2016) 

Pengaruh Belanja 

Modal dan Dana 

Alokasi Umum 

terhadap Tingkat 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Kuantitatif Belanja Modal dan DAU 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat 

kemandirian keuangan 

daerah 

Sumber: data diolah, 2018 
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Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut. Penelitian Kusuma (2017) menggunakan 

variabel independen kemakmuran pemerintah daearah yang didalamnya 

diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah (total aset), kemakmuran (PAD), 

ketergantungan (DAU), leverage, dan belanja daerah yang mempengaruhi kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Penulis juga menggunakan PAD dan ukuran 

pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset sebagai variabel 

independen. Perbedaannya terdapat pada variabel lain yang digunakan yaitu 

penulis menggunakan variabel dana perimbangan yang didalamnya tidak hanya 

melibatkan DAU saja melainkan juga menggunakan DAK. Selain itu, penulis juga 

menggunakan variabel belanja modal. Kusuma (2017) dalam penelitiannya  

menggunakan rasio efisiensi dalam pengukuran kinerja. Sedangkan penulis 

menggunakan rasio kemandirian sebagai proksi kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Objek dari kedua penelitian juga berbeda. 

Penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) memiliki persamaan variabel 

independen dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan 

belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovermental revenue dan PAD. 

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penulis memproksikan ukuran 

pemerintah daerah dengan total aset. Sedangkan Mulyani dan Wibowo (2017) 

memproksikan ukuran pemerintah daerah dengan jumlah penduduk. Selain itu, 

penulis menggunakan rasio kemandirian untuk mengukur kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian Mulyani dan Wibowo (2017)  

menggunakan rasio efisiensi. 
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Jauhar (2016) menggunakan dua variabel independen yang sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan PAD, DAU, DAK dan 

belanja modal. Perbedaanya yaitu penulis menambahkan ukuran pemerintah 

daerah yang diproksikan dengan total aset sebagai variabel independen sedangkan 

penelitian Jauhar (2016) tidak menggunakan variabel tersebut. Peneliti 

menggunakan rasio kemandirian sebagai proksi kinerja keuangan pemerintah 

daerah sedangkan Jauhar (2016) menggunakan rasio efektifitas dan rasio efisiensi 

PAD untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Aziz (2016) menggunakan karakteristik pemerintah dengan 

menggunakan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, dana 

perimbangan dan belanja daerah sebagai variabel independen yang mempengaruhi 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Penulis juga menggunakan variabel yang 

sama kecuali belanja daerah. Pebedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

penulis menambahkan PAD dan belanja modal sebagai variabel. Selain itu penulis 

memproksikan dana perimbangan dengan DAU dan DAK. Aziz (2016 

menggunakan rasio efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah 

sedangkan peneliti menggunakan rasio kemandirian sebagai proksi kinerja 

keuangan pemerintah daerah.  

Penelitian Sari (2016) memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. Keduanya menggunakan ukuran pemerintah daerah yang 

diproksikan dengan total aset, PAD dan dana perimbangan sebagai variabel 

independen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Perbedaannya adalah pada penelitian Sari (2016) juga menggunakan variabel 
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leverage dan ukuran legislative sedangkan penulis tidak. Sebaliknya. Penulis 

menggunakan variabel belanja modal dan menggunakan DAU dan DAK sebagai 

proksi sedangkan Sari (2016) tidak menggunakannya. Selain itu penulis 

menggunakan rasio kemandirian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah 

daerah sedangkan penelitian Sari (2016) menggunakan rasio efisiensi dalam 

mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya menggunakan ukuran 

pemerintah daerah, PAD dan dana perimbangan sebagai variabel independen yang 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaannya adalah pada 

penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) menggunakan variabel opini audit 

BPKdan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total pendapatan 

sedangkan penulis tidak. Sebaliknya. Penulis menggunakan variabel belanja 

modal, ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset dan dana 

perimbangan yang diproksikan dengan DAU dan DAK yang tidak digunakan 

dalam penelitian Masdiantini dan Erawati (2016). 

Penelitian Armaja dkk. (2015) memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. Keduanya menggunakan PAD dan dana perimbangan sebagai 

variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Perbedaannya adalah pada penelitian Armaja dkk. (2015) menggunakan belanja 

daerah. Sedangkan penulis menggunakan belanja modal dan ukuran pemerintah 

daerah yang diproksikan dengan total aset. Selain itu, pada penelitian ini dana 

perimbangan diproksikan dengan DAU dan DAK. 
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Abdullah dkk. (2015) menggunakan tiga variabel independen yang sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan PAD, DAU 

dan DAK. Perbedaannya adalah penelitian ini juga menggunakan belanja modal 

serta ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset sebagai 

variabel independen. 

Ariani Putri (2016) menggunakan variabel belanja modal dan DAU 

sebagai variabel independen seperti penelitian ini dan tingkat kemandirian 

keuangan daerah sebagai variabel dependen. Perbedannya penelitian ini 

menggunakan PAD, DAK, dan ukuran pemerintah daerah sebagai variabel 

independen serta menggunakan kemandirian keuangan daerah sebagai proksi dari 

kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan Ariani dan Putri (2016) tidak 

menggunakannya. 

 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber penerimaan dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Halim, 2004). Sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 

pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya 

disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian lain 
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juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menyatakan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah 

yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh 

masyarakatnya berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain  yang 

sah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan 

kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan Desentralisasi (UU No 33 tahun2004). Kewenangan ini diharapkan 

dapat menjadi motivasi setiap pemerintah daerah untuk mengelola potensi yang 

dimiliki daerahnya agar dapat meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah 

itu sendiri. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat dapat tercukupi dengan PAD.Jika PAD suatu daerah meningkat tiap 

masanya dan bisa mencukupi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian 

yang baik. 

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 

Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dikelompokan sebagai 

berikut. 

 

(1) Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menyatakan bahwa 

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
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badan kebada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 

pembangunan Daerah. 

(2) Retribusi Daerah; 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menyatakan bahwa 

Retribusi Daerah atau retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek 

pendapatan yang mencakup: 

(a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD 

(b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/BUMN 

(c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat 

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi: 

(a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 

(b) jasa giro; 

(c) pendapatan bunga; 

(d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 

(e) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;  



16 
 

 

(f) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah; 

(g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

(h) pendapatan denda pajak; 

(i) pendapatan denda retribusi; 

(j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

(k) pendapatan dari pengembalian; 

(l) fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

(m) pendapatan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan 

(n) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 

 

 

2.2.2 Dana Perimbangan 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, dana perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal atau 

sebagai sarana penyeimbang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah (vertical balance) serta sebagai penyeimbang keuangan antara pemerintah 

daerah satu dengan yang lainnya (horizontal balance) (Prastiwi dkk.,2016). 

Dana Perimbangan digolongkan menjadi tiga kelompok, diantaranya 

adalah sebagai berikut. 
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(1) Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Undang-Undang 

Nomor 33 tahun 2004). Pada dasarnya dana bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu 

dana bagi hasil pajak(tax sharing) dan dana bagi hasil sumberdaya alam(natural 

resources sharing) atau dapat disebut sebagai dana bagi hasil non pajak. Dana 

bagi hasil pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 serta 

PPh wajib pajak orang pribadi pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang berasal 

dari sumber daya alam meliputi bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, 

Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Iuran Tetap (Land Rent), Iuran 

Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Pungutan Pengusahaan Perikanan, 

Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas bumi, 

Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum. 

 

(2) Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana  dari 

Pemerintah kepada Pemerintah Daearh yang bersumber dari pendapatan APBN, 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

(Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016). Dasar hukum yang mebahas 

tentang DAU terdapat dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam PP No. 55 

tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pengalokasian DAU dilakukan untuk 

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besar jumlah DAU ditetapkan 

minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam 

APBN. Proporsi DAU yang diberikan sesuai dengan imbangan kewenangan 

aantara antara provinsi dan kabupaten/kota. 

Penghitungan DAU melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah 

tahap akademis. Tahap ini merupakan konsep awal dalam penyusunan kebijakan 

atas implementasi formula DAU yang dilakukan oleh Tim Independen dari 

berbagai universitas yang bertujuan yntuk memperoleh kebijakan mengenai 

penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik otonomi 

daerah yang dijalankan di Indonesia. Tahap yang kedua yaitu tahap administratif. 

Kementerian Keuangan c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait 

untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU serta melakukan konsolidasi dan 

verifikasi data. Tahap yang ketiga yaitu tahap teknis. Tahap ini adalah tahap 

pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah 

kepada DPR RI dan dilakukan seperti yang telah ditentukan dalam UU dengan 

menggunakan data yang tersedia dan mempertimbangkan rekomendasi dari pihak 

akademis. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap Politis dimana dilakukan 

pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panja 

Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi serta persetujuan  dari 

hasil penghitungan DAU. Formulasi dalam menghitung DAU antara lain sebagai 

berikut. 
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DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) 

Keterangan : AD = Gaji PNS Daerah 

          CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 

Kebutuhan Fiskal (KBF) = TBR ( ᵟ1 IP + ᵟ2 IW + ᵟ3 IPM + ᵟ4 IKK + ᵟ5  

        IPDRB/kap)  

TBR   = Total Belanja Ratta-rata APBD  

IP  = Indeks Jumlah Penduduk  

IW  = Indeks Luas Wilayah 

IPM   = Indeks Pembangunan Manusia 

IKK  = Indeks Kemahalan Konstruksi 

IPDRB/kap = Indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita 

ᵟ  = Bobot Indeks 

Kapasitas Fiskal (KpF) = PAD + DBH Pajak + DBH SDA 

Keterangan: 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah 

DBH Pajak = Dana Bagi hasil Pajak 

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Penerimaan SDA 

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji PNSD tahun 

sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangannya yang 

melekat sesuai dengan penggajian PNS yang berlaku. Sedangkan celah fiskal 

suatu daerah dihitung berdasarkan mengalihkan bobot celah fiskal daerah yang 

bersangkutan (CF daerah dibagi CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. 

CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF.  
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(3) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusu (DAK) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016). 

Dasar hukum yang mengatur mengenai DAK yaitu Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, PP Nomor 55  tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, 

PMK Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran Transfer ke Daerah, dan PMK Nomor 165/PMK.07/2012 tentang 

Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. 

Mekanisme pengalokasian DAK ditentukan oleh beberapa kriteria. 

Kriteria umum  yaitu kriteria yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan 

daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi  setelah 

dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kriteria khusus yaitu kriteria 

yang dirumuskan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria 

teknik yaitu kriteria yang disusun berdasarkan indikator-indikator kagiatan khusus 

yang akan didanai dari DAK. Penentuan alokasi DAK dibagi menjadi dua tahap. 

Tahap pertama yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK yang mana 

daerah tersebut harus memenuhi tiga kriteria yang telah disebutkan.Tahap kedua 

yaitu menentukan besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah dengan 
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perhitungan indeks dan ditetapkan berdasarkan peraturan menteri dan Menteri 

Teknis yang menyusun Juknis penggunakan DAK. 

 

2.2.3 Belanja Modal 

Menurut Halim (2008), “Belanja modal merupakan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi”. Menurut Peratura Menteri Keuangan Nomor 

101/PMK.02/2011 ”Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran 

perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/ aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi 

aset tetap/ aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”. Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran 

untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang 

memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas 

minimal kapitalisasi yang ditetapka pemerintah. Belanja modal itu sendiri terbagi 

atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal 

gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja 

modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja 

modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan (jalan, 

irigasi dan lainnya). 
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2.2.4 Ukuran Pemerintah Daerah 

Kusuma (2017) menyatakan bahwa ukuran adalah suatu tolok ukur atau 

acuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu objek tertentu. Suatu 

organisasi juga bisa diketahui besarnya melalui ukuran organisasi tersebut. 

Ukuran suatu organisasi dapat kita ketahui dari sudut pandang fisik maupun non 

fisiknya. Jika dihubungkan dengan konteks pengukuran kinerja, maka suatu 

organisasi tidak bisa diukur dari fisiknya, melainkan harus diukur dari non 

fisiknya. Demikian juga pengukuran untuk mengukur suatu pemerintah daerah. 

Menurut Damanpour (1991) dalam Sari (2016) ukuran pemerintah daerah adalah 

salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang 

dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat 

produktifitas. 

 

2.2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah 

Moeheriono (2009) menyatakan bahwa pengertian kinerja atau 

performance  merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja 

adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau 

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas terukur. 
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Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, menuntut adanya 

akuntabilitas pemerintah dengan mengetahui kualitas kinerja dari pemerintah 

dalam menjalankan pemerintahan. Kualitas kinerja pemerintah dapat diketahui 

melalui ukuran yang sudah ditetapkan sebagai acuan atau tolok ukur. Menurut 

Mulyadi (2004), ukuran kinerja dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan 

non keuangan . Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kinerja keuangan 

oleh pemerintah daerah.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua 

hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian lain 

disebutkan juga dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengartikan 

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubngan dengan hak dan kewajiban 

daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Sari (2016) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah 

adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang 

meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan 

yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ktentuan perundang-undangan 

selama satu periode anggaran. Pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah dapat dilaukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD karena 
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didalamnya secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat (Halim, 2008). Menurut 

Mardiasmo (2009), pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan value for money 

yaitu dengan menguji tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja. 

Sedangkan menurut Halim (2008), pengukuran kinerja dilakukan dengan 

melakukan analisis rasio keuangan. 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 

yang menggunakan tiga elemen utama yaiti ekonomi, efektivitas dan efisiensi 

(Mardiasmo, 2009). Ekonomi, merupakan perolehan masukan (input) dengan 

kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan 

perbandingan antara masukan yang terjadi dengan nilai masukan yang seharusnya. 

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat 

meminimalisir sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran 

yang boros dan tidak produktif. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran 

(output) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan 

terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan 

keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target 

yang telah ditetapkan. Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program 

dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan 

perbandingan outcomedengan output.  

Analisis rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan 

berdasarkan laporan yang tersedia (Halim,2008). Pada sektor publik, analisi rasio 
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digunakan pada APBD setiap daerah dengan membandingkan hasil yang dicapai 

dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui 

kecenderungan yang terjadi. Analisi rasio keuangan dapat menguji enam rasio 

yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio 

pertumbuhan. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan rasio 

kemandirian yang terdapat dalam rasio aktifitas sebagai proksi dakam mengukur 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemda dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 

daerah (Halim, 2008). Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah 

penerimaan PAD dengan jumlah pendapata transfer dari pemerintah pusat atau 

provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini akan menunjukan 

bahwa tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi. 

 

2.2.6 Integrasi Islam 

Pemerintah merupakan pemimpin dari suatu wilayah yang bertugas untuk 

menyelenggarakan segala kegiatan dalam upaya mencapai tujuan bersama dari 

wilayah tersebut. Mereka mendapat amanah dari rakyat untuk menjalankan 

pemerintahan demi kesejahteraan bersama. Seperti yang dijelaskan pada hadis 

berikut. 
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ثَ نَا عَبْدُ  الل وِ  بْنُ  مَسْلَمَةَ  عَنْ  مَالِك   عَنْ  عَبْدِ  الل وِ  بْنِ  دِينَار   عَنْ  عَبْدِ  الل وِ  بْنِ  عُمَرَ  أَن   رَسُولَ   حَد 

الل وِ  صَل ى الل وُ  عَلَيْوِ  وَسَل مَ  قاَلَ  أَلَ   كُلُّكُمْ  راَع   وكَُلُّكُمْ  مَسْئُول   عَنْ  رَعِي تِوِ  فاَلَْْمِيرُ  ال ذِي عَلَى 

هُمْ  وَالْمَرْأَةُ   هُمْ  وَالر جُلُ  راَع   عَلَى أَىْلِ  بَ يْتِوِ  وَىُوَ  مَسْئُول   عَن ْ الن اسِ  راَع   عَلَيْهِمْ  وَىُوَ  مَسْئُول   عَن ْ

هُمْ  وَالْعَبْدُ  راَع   عَلَى مَالِ  سَيِّدِ هِ  وَىُوَ  مَسْئُول   عَنْوُ   راَعِيَة   عَلَى بَ يْتِ  بَ عْلِهَا وَوَلَدِهِ  وَىِيَ  مَسْئُولَة   عَن ْ

 فَكُلُّكُمْ  راَع   وكَُلُّكُمْ  مَسْئُول   عَنْ  رَعِي تِوِ 

 

“Ibn umar r.a berkata : aku sudah mendengar rasulullah saw bersabda : tiap-tiap 

orang merupakan pemimpin & bakal diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannnya. Satu Orang kepala negeri dapat diminta 

pertanggungjawaban faktor rakyat yg dipimpinnya. Seseorang suami dapat 

ditanya aspek keluarga yg dipimpinnya. Seseorang isteri yg memelihara rumah 

tangga suaminya dapat ditanya elemen tanggungjawab & tugasnya. Bahkan satu 

orang pembantu/pekerja rumah tangga yg bertugas memelihara barang milik 

majikannya pula bakal ditanya dari elemen yg dipimpinnya. & anda sekalian 

pemimpin & bakal ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal faktor yg 

dipimpinnya”. (H.R. Buchori Muslim) 

 

Hadis diatas menjelaskan bahwa semua pemimpin akan diminta 

pertanggung jawaban atas wewenang yang dimiliki karena inti dari kepemimpinan 

adalah tanggung jawab. Pemimpin memiliki kekuasaan dan wewenang untuk 

menjalankan tugasnya. Sedangkan rakyat adalah pihak yang merasakan dampak 

dari kinerja pemimpin mereka. Pemimpin harus memberi pertanggung jawaban 

apakah kinerja mereka sudah baik dan bisa memberikan kesejahteraan kepada 

rakyat ataukah sebaliknya. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap adil dan 

menyampaikan hasil kinerjanya sesuai fakta seperti yang diperintahkan oleh Allah 

SWT pada Al-Qur’an surat Shad ayat 26 sebagai berikut. 
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نْ سَبِيلِ عَ  ياَ دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِ الأرْضِ فاَحْكُمْ بَ يَْْ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَلا تَ تَّبِعِ الْهوََى فَ يُضِلَّكَ 

82اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِاَ نَسُوا يَ وْمَ الحِْسَابِ )  

“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, 

maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah 

engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 

Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang 

berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”(Q.S. Shaad:26) 

Pemimpin harus bisa menjaga amanah dengan baik. Mereka harus 

mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi. Saat ini tidak 

sedikit pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan 

memanfaatkan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Mereka mengambil hak 

rakyat yang seharusnya dikelola guna memenuhi kesejahteraan rakyat. Dampak 

dari perbuatan mereka akhirnya rakyat menjadi korban. Pemimpin yang 

seharusnya mengayomi rakyat , sebaliknya membuat rakyat sengsara. Allah SWT 

sangat membenci perbuatan tersebut dan dalam ayat di atas pemimpin yang 

seperti itu akan mendapatkan azab yang berat di akhirat kelak. Hal ini 

menyadarkan kita bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya kepada 

rakyat saja, namun juga kepada Allah SWT.Oleh karena itu, pemerintah sebagai 

pemimpin yang baik harus bisa menjaga kualitas kinerjanya sebagai wujud 

tanggung jawab atas amanah yang diemban. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

Wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap pemerintah 

daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan segala kebutuhan 

pembangunan serta pelayanan masyarakat tentunya tidak lepas dari kontrol 

pemerintah pusat dan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di 

Indonesia yang menganut demokrasi ini. Kontrol ini dapat dilakukan dengan 

mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu dan apa 

saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Penelitian ini akan menguji pengaruh dari beberapa faktor terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor ini dipilih dari beberapa 

penelitian terdahulu dan diambil dari data realisasi APBD dan neraca selama 

tahun 2014-2016 yang telah dipublikasikan oleh instansi pemerintah Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan repubik Indonesia. 

Penulis akan menguji kinerja keungan pemerintah daerah menggunakan ukuran 

rasio kemandirian. 

Pendapatan Asli Daerah 

Ukuran Pemerintah 

Daerah 

Belanja Modal 

DAK Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

DAU 
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2.4 Hipotesis  

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah 

yang berasal dari wilayah itu sendiri. Tingkat kemandirian suatu daerah bisa dilhat 

dari besarnya PAD yang dihasilkan karena dengan begitu dapat diketahui 

bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelaola potensi 

daerahnya sendiri. Jauhar (2016) dalam penelitiannya pada kabupaten/ kota di 

Sumatera Barat menyatakan bahwa besar kecilnya PAD yang dihasilkan suatu 

daerah akan mempengaruhi tinggi rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Sedangkan penelitian serupa yang dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) 

pada kabupaten/ kota di Bali menyatakan bahwa kemakmuran yang diproksikan 

dengan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil hipotesis bahwa : 

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

 

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan pemerintah daerah yang 

berasal dari transfer pemerintah pusat. Dana ini dialokasikan sesuai dengan 

kriteria yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan dalam membantu 

pemerintah daerah dalam menjalankan program kerjanya. Besarnya DAU yang 

dimiliki suatu daerah menentukan tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah 
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pusat.  Mulyani dan Wibowo (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pemberian DAU ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat 

sehingga semakin besar dana perimbangan yang diberikan maka pengawasan oleh 

pemerintah pusat akan semakin besar. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya 

pengawasan ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Putri (2016) telah menyatakan bahwa 

DAU berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2017) menyatakan bahwa dana 

perimbangan yang diproksikan dengan total DAU secara individu tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka penelitian ini mengambil hipotesis bahwa : 

H2 : DAU  berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Dana Alokasi Khusu (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016). Dana ini 

diperuntukan pada daerah-daerah yang membutuhkan prioritas khusus agar dapat 

memajukan daerahnya minimal setara dengan daerah lainnya. Dana ini dapat 

menggambarkan kemandirian keuangan suatu daerah. Penelitian oleh Jauhar 

(2016) menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 
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keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Penelitian Abdullah dkk. (2015) 

menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah.. Dari kedua penelitian tersebut, peneliti menarik hipotesis 

sebagai berikut. 

H3 : DAK  berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Belanja modal merupakan keseluruhan pengeluaran pemerintah daerah 

yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari 

satu periode atau satu tahun. Besarnya belanja modal menggambarkan besarnya 

pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur 

dan sarana bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat yang akan berujung pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah 

daerah (Sudarsan, 2013 dalam Mulyani dan Wibowo, 2017). Mulyani dan 

Wibowo (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Jauhar (2016) menyatakan 

bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah.Berdasarkan uraian teersebut, maka penelitan ini mengambil 

hipotesis bahwa : 

H4: Belanja modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 

Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah 
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Ukuran pemerintah daerah menunjukan besar kecilnya pemerintah daerah 

tersebut. Ukuran ini dapat diketahui dengan berbagai hal. Penelitian ini 

memproksikan ukuran pemerintah daerah dengan total aset yang dimiliki karena 

jumlahnya lebih stabil. Cooke (1992) dalam Aziz (2016) menyatakan bahwa 

semakin besar ukuran dari suatu entitas maka tekanan yang dimiliki akan semakin 

besar. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dengan aset yang dimiliki 

akan memiliki tuntutan yang besar dari masyarakat ataupun pemerintah pusat 

untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya. Penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Aziz (2016) telah membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah yang 

diproksikan dengan total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Sedangkan penelitian Kusuma (2017) menyatakan bahwa belanja modal 

tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil hipotesis bahwa : 

H5 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data 

berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui (Darmawan, 2018). Data yang diperoleh akan diukur secara objektif 

menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio kemandirian dan value for 

money. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

korelasi karena meneliti tentang hubungan dari variabel independen dan variabel 

dependen (Yusuf, 2014) 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data APBD, RAPBD dan neraca dari seluruh 

provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi dipilih sebagai objek karena provinsi 

merupakan daerah pemerintahan yang tingkatnya tepat berada dibawah 

pemerintahan pusat sehingga data yang dihasilkan diharapkan dapat 

menggeneralisasi. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan gambaran dari data atau kejadian yang akan kita 

teliti dalam jumlah besar dan daerah yang luas (Yusuf, 2014). Sampel merupakan 

beberapa atau sebagian dari populasi yang terpilih untuk mewakili populasi 
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tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah 

daerah provinsi di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh 

pemerintah daerah provinsi yang datanya memenuhi syarat dan dapat diperoleh 

dari  Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yang berarti sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu agar 

data yang dihasilkan bersifat representatif. Kriteria dari sampel yang digunakan 

yaitu data APBD, RAPBD dan neraca pemerintah daerah provinsi  yang telah 

diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama tahun 2014-2016 secara 

berturut-turut serta mengandung data yang dibutuhkan untuk perhitungan rasio 

kemandirian. 

Tabel 3.1 

Pengambilan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Populasi 

APBD, RAPBD dan Neraca yang tidak 

memenuhi syarat 

 

Jumlah Sampel 

34 Provinsi 

 

0 Provinsi 

 

34 Provinsi 

 

3.5 Data dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunaan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

dokumen/ publikasi/ laporan penelitian dari dinas/ instansi maupun seumber data 

lainnya yang menunjang. Data yang digunakan adalah data realisasi APBD dan 
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neraca dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang diperoleh dari  Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari informasi APBD, 

RAPBD dan neraca pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama tahun 2014-

2016. Data tersebut dapat diperoleh dari  Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan Kementerian Keuangan melalui permintaan informasi publik dan e-

mail. Data diolah menggunakan bantuan software statistik SPSS . 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Indikator Definisi dan Pengukuran 

Variabel Independen (X) 

1. X1  

Total penerimaan yang 

berasal dari wilayah 

sendiri (PAD) 

PAD merupakan simbol dari Pendapatan Asli 

Daerah diukur dengan : 

PAD= Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + 

Lain-lain PAD yang sah 

2. X2 

DAU Jumlah penerimaan DAU 

3. X3 

DAK Jumlah penerimaan DAK 

4. X4 

Jumlah seluruh 

pengeluaran untuk 

memperoleh aset tetap/ 

investasi (Belanja Modal) 

BM merupakan simbol dari Belanja Modal 

diukur dengan : 

BM = Belanja Tanah + Peralatan & Mesin + 

Gedung & Bangunan + Jalan, Irigasi, Jaringan + 

Konstruksi dalam Pengerjaan + Aset Lainnya 
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5. X5 

Total aset yang dimiliki 

daerah (Ukuran 

Pemerintah Daerah) 

UPD merupakan simbol dari Ukuran 

Pemerintah Daerah diukur dengan : 

UPD = Total Aset 

Variabel Dependen (Y) 

5. 
Y   

 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah  

Y merupakan simbol dari Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah diukur dengan : 

 

Rasio Kemandirian =                         

                       PAD 

Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi+Pinjaman  

 

 

3.7.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Halim,2004).PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. PAD yang diperoleh suatu daerah menggambarkan kinerja 

pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerahnya. Semakin 

besar PAD yang diperoleh, maka tingkat kemandiriannya akan semakin tinggi. 

Hal itu dikarenakan juka semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut 

mampu mendanai kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial 

masyarakatnya menggunakan pendanaan yang dihasilkan sendiri tanpa harus 

bergantung pada pemberian transfer dari pemerintah pusat. 
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3.7.2 Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana  dari 

Pemerintah kepada Pemerintah Daearh yang bersumber dari pendapatan APBN, 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

(Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016).. Pengalokasian DAU 

dilakukan untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besar jumlah 

DAU ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang 

ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU yang diberikan sesuai dengan imbangan 

kewenangan aantara antara provinsi dan kabupaten/kota. 

 

3.7.3 Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusu (DAK) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016). 

Mekanisme pengalokasian DAK ditentukan oleh beberapa kriteria. Kriteria umum  

yaitu kriteria yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang 

dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai 

Negeri Sipil Daerah. Kriteria khusus yaitu kriteria yang dirumuskan dengan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan 

otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria teknik yaitu kriteria yang 
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disusun berdasarkan indikator-indikator kagiatan khusus yang akan didanai dari 

DAK. 

 

3.7.4 Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau 

menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi yang ditetapka 

pemerintah. Belanja modal dapat menunjang kegiatan yang produktif untuk 

jangka panjang dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai wujud 

pelayanan masyarakat.  

 

3.7.5 Ukuran Pemerintah Daerah 

Menurut Damanpour (1991) dalam Sari (2016) ukuran pemerintah daerah 

adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah 

yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat 

produktifitas. Penelitian ini memproksikan ukuran pemerintah daerah 

menggunakan total aset daerah sesuai dengan penelitian yang dilaukan oleh Sari 

(2016) karena jumlahnya lebih stabil. Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang 

besar, maka hal itu akan mempermudah kegiatan operasional dan pelayanan 

masyarakat serta akan mempermudah dalam memperoleh PAD sehingga kinerja 

keuangan pemerintah daerah akan semakin baik (Kusuma, 2012 dalam Sari, 

2016). 
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3.7.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari 

suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja 

daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu 

kebijakan atau ktentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Sari, 

2016). Penelitian ini akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah 

menggunakan rasio kemandirian.  

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemda dalam membiayai 

sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah 

(Halim, 2008). Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan 

PAD dengan jumlah pendapata transfer dari pemerintah pusat atau provinsi serta 

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini akan menunjukan bahwa tingkat 

kemandirian suatu daerah semakin tinggi. 

Rasio Kemandirian =      PAD 

     Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi + Pinjaman  

 

3.8 Analisis Data 

3.8.1 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple 

regression) sebagai alat analisis karena penelitian ini menggunakan variabel 

independen lebih dari satu. Analisis merupakan analisis mengenai beberapa 

variabel independen dengan satu variabel dependen (Ghozali, 2006). 
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1) Uji Normalitas 

Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji 

normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi 

normal jika variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05. 

Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal (Ghozali, 

2006). 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

apabila diuji multikolinearitanya maka tidak akan berkorelasi.. Cara mengetahui 

multikolinieritas di dalam suatu model penelitian yaitu dengan cara melihat 

Tolerence dan Variance Infaltion Factors (VIF) dengan bantuan  program 

Statistical Product and Service Solution (SPSS). Kriteria yang digunakan untuk 

mengetahui hasilnya adalah hasil uji variabel tidak mengalami korelasi apabila 

nilai Tolerence < 0.5 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006). 

 

3) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data 



41 
 

 

runtut waktu (time series) karena gangguan pada individu atau kelompok yang 

sama pada periode berikutnya. Pada data cross section (silang waktu), masalah 

autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan padaobservasi yang berbeda 

berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), jika nilai 

signifikasni > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif. 

 

4) Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksi ada atau 

tidaknya heterokedastisitas dalam model penelitian, maka akan digunakan uji 

Glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0.05 

maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

 

 

 

3.8.2 Uji Hipotesis  

Pengujian Hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan 

dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi 



42 
 

 

(tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara 

statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang 

kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya 

(Yusuf,  .2014). 

 

1) Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang 

terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya 

beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 

(10%). Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, 

kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05, 

maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 

0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

2) Uji T 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil 

uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance).  Jika 

probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, 

jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak 
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terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat.  

Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :  

  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Dimana : 

Y     = Kinerja keuangan pemerintah daerah 

a     = Konstanta 

b1,b2,b3,b4   = Koefisien regresi 

PAD     (X1)  = Pendapatan Asli Daerah 

DAU    (X2)  = Dana Alokasi Umum 

DAK  (X3)  = Dana Alokasi Khusus 

Belanja Modal (X4)  = Belanja Modal 

Total Aset (X5)  = Ukuran Pemerintah Daerah 

e    = Item eror 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 GambaranUmum 

Penelitian ini menggunakan pemerintah daerah provinsi sebagai objek 

penelitian. Pemerintah Provinsi adalah tingkat pemerintahan yang tepat berada 

dibawah pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga menaungi pemerintah 

kota/kabupaten yang ada di setiap provinsi. Populasi dari penelitian ini adalah 34 

provinsi di Indonesia dengan rentang waktu data yang digunakan yaitu selama 

tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sample 

yaitu pengambilan data dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh 

sampel yang akan digunakan. Terdapat 34 provinsi yang memenuhi syarat 

pengambilan sampel, sehingga dapat diketahui jumlah data yang diteliti adalah 

102 data. Berikut adalah nama-nama provinsi yang menjadi objek penelitian. 

Tabel 4.1 

Data Obyek Penelitian 

NO NAMA PROVINSI 

1 Prov. Aceh 

2 Prov. Sumatera Utara 

3 Prov. Sumatera Barat 

4 Prov. Riau 

5 Prov. Jambi 

6 Prov. Sumatera Selatan 

7 Prov. Bengkulu 

8 Prov. Lampung 
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Tabel 4.1 (Lanjutan) 

Data Obyek Penelitian 

9 Prov. DKI Jakarta 

10 Prov. Jawa Barat 

11 Prov. Jawa Tengah 

12 Prov. DI Yogyakarta 

13 Prov. Jawa Timur 

14 Prov. Kalimantan Barat 

15 Prov. Kalimantan Tengah 

16 Prov. Kalimantan Selatan 

17 Prov. Kalimantan Timur 

18 Prov. Sulawesi Utara 

19 Prov. Sulawesi Tengah 

20 Prov. Sulawesi Selatan 

21 Prov. Sulawesi Tenggara 

22 Prov. Bali 

23 Prov. Nusa Tenggara Barat 

24 Prov. Nusa Tenggara Timur 

25 Prov. Maluku 

26 Prov. Papua 

27 Prov. Maluku Utara 

28 Prov. Banten 

29 Prov. Bangka Belitung 

30 Prov. Gorontalo 

31 Prov. Kepulauan Riau 

32 Prov. Papua Barat 

33 Prov. Sulawesi Barat 

34 Prov. Kalimantan Utara 
  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

Semua populasi dalam penelitian ini memenuhi persyaratan yang 

dibutuhkan yaitu telah diaudit dan mengandung informasi yang dibutuhkan dalam 

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian. 

Berikut adalah data PAD, DAU, DAK, belanja modal dan total aset dari 34 

provinsi diatas selama tahun 2014-2016. 
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Tabel 4.2 

PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Tahun 2014  

(dalam satuan rupiah) 

NO   NAMA PROVINSI   PAD   DAPER  

   1.  Prov. Aceh 1.731.130.839.637 2.551.683.310.691 

   2.  Prov. Sumatera Utara 4.416.811.865.267 1.812.638.981.079 

   3.  Prov. Sumatera Barat 1.729.222.284.040 1.333.059.018.233 

   4.  Prov. Riau 3.245.087.745.090 4.231.808.633.743 

   5.  Prov. Jambi 1.281.239.472.808 1.514.518.389.008 

   6.  Prov. Sumatera Selatan 2.422.673.788.769 2.982.866.000.798 

   7.  Prov. Bengkulu 672.064.468.249 1.104.582.675.517 

   8.  Prov. Lampung 2.274.685.572.913 1.472.486.568.518 

   9.  Prov. DKI Jakarta 31.274.215.885.720 9.677.533.225.272 

 10.  Prov. Jawa Barat 15.038.153.309.919 3.260.505.636.017 

 11.  Prov. Jawa Tengah 9.916.358.231.432 2.542.626.744.680 

 12.  Prov. DI Yogyakarta 1.464.604.954.200 1.013.811.389.590 

 13.  Prov. Jawa Timur 14.442.216.534.959 3.485.336.767.166 

 14.  Prov. Kalimantan Barat 1.621.610.890.849 1.531.868.902.983 

 15.  Prov. Kalimantan Tengah 1.253.708.122.296 1.557.416.499.094 

 16.  Prov. Kalimantan Selatan 2.898.704.954.480 1.523.714.615.711 

 17.  Prov. Kalimantan Timur 6.663.113.274.491 4.253.320.982.625 

 18.  Prov. Sulawesi Utara 937.681.926.708 1.093.949.317.889 

 19.  Prov. Sulawesi Tengah 824.611.352.385 1.239.776.947.097 

 20.  Prov. Sulawesi Selatan 3.029.122.238.496 1.531.374.909.824 

 21.  Prov. Sulawesi Tenggara 599.942.751.257 1.236.016.579.241 

 22.  Prov. Bali 2.920.416.697.075 1.018.431.008.887 

 23.  Prov. Nusa Tenggara Barat 1.115.060.397.173 1.212.086.447.141 

 24.  Prov. Nusa Tenggara Timur 763.300.806.702 1.282.745.347.275 

 25.  Prov. Maluku 425.425.607.781 1.165.471.923.932 

 26.  Prov. Papua 944.929.691.841 2.643.812.996.686 

 27.  Prov. Maluku Utara 203.059.697.910 1.089.674.338.801 

28. Prov. Banten 4.899.125.691.766 1.159.872.633.113 

29. Prov. Bangka Belitung 563.108.840.861 1.025.142.797.595 

30. Prov. Gorontalo 281.920.210.039 800.313.828.654 

31. Prov. Kepulauan Riau 1.070.208.288.698 1.664.959.883.176 

32. Prov. Papua Barat 306.674.697.583 2.783.645.234.923 

33. Prov. Sulawesi Barat 222.635.496.656 857.098.934.754 

34. Prov. Kalimantan Utara 11.833.885.267 1.228.625.712.846 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 
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Tabel 4.2 menggambarkan tentang jumlah PAD dan Dana Perimbangan 

yang diterima Provinsi selama Tahun 2014. Jumlah PAD dan Dana Perimbangan 

tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah PAD  Rp. 

31.274.215.885.720 dan jumlah Dana Perimbangan senilai Rp.     

9.677.533.225.272. Jumlah PAD terendah dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan 

Utara sejumlah Rp. 11.833.885.267 dan Dana Perimbangan terendah dihasilkan 

oleh Provinsi Gorontalo dengan jumlah Dana Perimbangan senilai Rp. 

800.313.828.654. Terdapat 14 Provinsi yang mampu menghasilkan jumlah PAD 

lebih tinggi dari pada jumlah Dana Perimbangan yang diperoleh. Masih terdapat 

120 Provinsi yang memiliki jumlah PAD lebih rendah dibandingkan jumlah Dana 

Perimbangnnya. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa masih banyak provinsi 

yang bergantung pada Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. 

 

Tabel 4.3 

Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2014 

(dalam satuan rupiah) 

NO NAMA PROVINSI Total Aset Belanja Modal 

1 Prov. Aceh     20.906.506.241.212      2.407.479.412.537  

2 Prov. Sumatera Utara     16.465.581.739.483      1.145.972.228.647  

3 Prov. Sumatera Barat       9.763.903.046.956         785.887.923.556  

4 Prov. Riau     29.935.125.050.403         623.644.302.765  

5 Prov. Jambi       8.517.755.697.517         818.059.263.041  

6 Prov. Sumatera Selatan     11.844.599.755.104         733.382.314.936  

7 Prov. Bengkulu       2.794.222.957.691         305.053.538.410  

8 Prov. Lampung       6.109.073.617.493         925.454.683.174  

9 Prov. DKI Jakarta   425.756.995.051.083    10.411.118.390.249  

10 Prov. Jawa Barat     28.614.139.178.798      1.359.802.615.163  

11 Prov. Jawa Tengah     25.057.414.797.938      1.570.679.410.770  

12 Prov. DI Yogyakarta       7.085.704.720.675         442.446.473.601  

13 Prov. Jawa Timur     25.914.348.383.925      1.207.456.633.374  
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Tabel 4.3 (Lanjutan) 

Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2014 

(dalam satuan rupiah) 

14 Prov. Kalimantan Barat       5.626.886.849.281         490.219.404.243  

15 Prov. Kalimantan Tengah     10.237.049.599.817         814.507.823.610  

16 Prov. Kalimantan Selatan     10.728.332.295.263      1.266.883.988.515  

17 Prov. Kalimantan Timur     30.089.700.173.299      2.211.317.315.471  

18 Prov. Sulawesi Utara       4.576.695.729.099         506.723.317.942  

19 Prov. Sulawesi Tengah       4.914.468.007.761         276.831.808.150  

20 Prov. Sulawesi Selatan       7.945.615.814.350         676.237.209.051  

21 Prov. Sulawesi Tenggara       7.383.457.550.987         553.493.129.799  

22 Prov. Bali       6.413.739.380.986         370.585.304.612  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat     11.963.681.039.485         422.797.430.140  

24 Prov. Nusa Tenggara Timur       6.228.497.977.950         407.600.788.970  

25 Prov. Maluku       5.142.900.347.645         369.329.906.335  

26 Prov. Papua     21.463.852.247.807      1.689.302.792.613  

27 Prov. Maluku Utara       1.968.264.197.174         427.964.702.584  

28 Prov. Banten     12.535.341.575.829         691.484.342.957  

29 Prov. Bangka Belitung       4.358.687.025.015         305.553.488.954  

30 Prov. Gorontalo       2.028.958.052.928         232.424.743.197  

31 Prov. Kepulauan Riau       4.665.884.534.180         717.994.481.279  

32 Prov. Papua Barat     10.130.351.024.696      1.191.788.081.842  

33 Prov. Sulawesi Barat       1.344.418.195.971         267.018.262.350  

34 Prov. Kalimantan Utara       1.455.465.437.049         224.639.157.630  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

Tabel 4.3 menggambarkan tentang jumlah belanja modal dan total aset 

yang diterima Provinsi selama Tahun 2014. Jumlah belanja modal dan total aset 

tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah belanja modal  Rp. 

10.411.118.390.249 dan jumlah total aset Rp. 425.756.995.051.083 . Jumlah 

belanja modal terendah dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 

Rp. 224.639.157.630 dan total aset terendah dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi 

Barat dengan jumlah Rp. 1.344.418.195.971 . 
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Tabel 4.4 

PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Tahun 2015 

(dalam satuan rupiah) 

NO NAMA PROVINSI PAD Daper 

1 Prov. Aceh       1.972.049.032.902        1.561.778.472.543  

2 Prov. Sumatera Utara       4.883.880.619.308        1.521.253.168.298  

3 Prov. Sumatera Barat       1.876.733.122.796        1.390.876.415.377  

4 Prov. Riau       3.476.960.097.649        2.548.627.473.189  

5 Prov. Jambi       1.241.223.028.012        1.419.079.798.364  

6 Prov. Sumatera Selatan       2.534.526.413.315        2.329.728.331.330  

7 Prov. Bengkulu          701.300.383.229        1.208.985.365.208  

8 Prov. Lampung       2.247.342.667.611        1.514.291.528.636  

9 Prov. DKI Jakarta     33.686.176.815.708        5.887.267.644.697  

10 Prov. Jawa Barat     16.032.856.414.345        2.506.877.511.840  

11 Prov. Jawa Tengah     10.904.825.812.504        2.257.142.994.740  

12 Prov. DI Yogyakarta       1.593.110.769.595        1.021.886.268.197  

13 Prov. Jawa Timur     15.402.647.674.503        3.115.619.118.152  

14 Prov. Kalimantan Barat       1.702.542.350.065        1.644.655.327.863  

15 Prov. Kalimantan Tengah       1.174.969.266.557        1.673.376.686.956  

16 Prov. Kalimantan Selatan       2.684.908.313.881        1.576.111.339.450  

17 Prov. Kalimantan Timur       4.950.160.613.906        4.024.025.055.410  

18 Prov. Sulawesi Utara       1.012.945.961.386        1.173.041.386.645  

19 Prov. Sulawesi Tengah          904.937.124.509        1.557.754.565.164  

20 Prov. Sulawesi Selatan       3.270.828.511.467        1.590.754.389.411  

21 Prov. Sulawesi Tenggara          667.079.209.826        1.383.850.899.555  

22 Prov. Bali       3.041.298.422.525        1.070.197.147.350  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat       1.372.661.567.125        1.450.695.264.778  

24 Prov. Nusa Tenggara Timur          882.315.240.378        1.461.922.422.707  

25 Prov. Maluku          390.813.371.781        1.453.149.900.103  

26 Prov. Papua          912.908.312.259        3.256.235.609.860  

27 Prov. Maluku Utara          236.054.304.107        1.303.829.596.014  

28 Prov. Banten       4.972.737.619.281           976.787.585.900  

29 Prov. Bangka Belitung          571.802.890.055        1.130.400.495.449  

30 Prov. Gorontalo          289.557.151.142           934.046.394.149  

31 Prov. Kepulauan Riau       1.013.226.321.364        1.246.121.773.175  

32 Prov. Papua Barat          322.799.297.752        2.496.263.896.072  

33 Prov. Sulawesi Barat          273.507.239.233           991.630.605.275  

34 Prov. Kalimantan Utara          370.047.613.759           910.439.345.079  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 
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Tabel 4.4 menggambarkan jumlah PAD dan Dana Perimbangan yang 

diterima Provinsi selama Tahun 2015. Jumlah PAD dan Dana Perimbangan 

tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah PAD  Rp. 

33.686.176.815.708 dan jumlah Dana Perimbangan senilai Rp.     

5.887.267.644.697. Jumlah PAD terendah dihasilkan oleh Provinsi Maluku Utara 

dengan jumlah PAD  Rp. 236.054.304.107. Jumlah Dana Perimbangan terendah 

diperoleh oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah Rp. 800.313.828.654. 

Terdapat 17 Provinsi yang mampu menghasilkan jumlah PAD lebih tinggi dari 

pada jumlah Dana Perimbangan yang diperoleh. Masih terdapat 17 Provinsi yang 

memiliki jumlah PAD lebih rendah dibandingkan jumlah Dana Perimbangnnya. 

Jumlah tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2015 jumlah daerah yang 

memiliki PAD lebih tinngi disbanding dana perimbangan sebanding dengan 

daerah yang memiliki PAD lebih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan 

yang diterima. 

Tabel 4.5 

Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2015 

(dalam satuan rupiah) 

NO NAMA PROVINSI Total Aset Belanja Modal 

1 Prov. Aceh     16.128.417.420.379        2.025.103.488.978  

2 Prov. Sumatera Utara     12.307.648.066.987           932.244.349.249  

3 Prov. Sumatera Barat       7.168.026.165.850           788.149.955.543  

4 Prov. Riau     26.046.927.414.246        2.014.487.685.482  

5 Prov. Jambi       5.390.176.322.974           791.487.340.375  

6 Prov. Sumatera Selatan     13.760.363.152.959        1.041.021.930.768  

7 Prov. Bengkulu       3.191.506.117.380           479.181.286.107  

8 Prov. Lampung       4.328.153.194.287           868.999.195.460  

9 Prov. DKI Jakarta   421.061.389.203.531      10.244.016.709.208  

10 Prov. Jawa Barat     25.574.494.189.275        2.298.676.125.205  

11 Prov. Jawa Tengah     23.671.833.181.231        2.514.681.555.008  
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Tabel 4.5 (Lanjutan) 

Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2015 

(dalam satuan rupiah) 

12 Prov. DI Yogyakarta       5.313.019.451.168           627.602.185.565  

13 Prov. Jawa Timur     26.958.068.256.119        2.258.320.071.662  

14 Prov. Kalimantan Barat       6.913.584.525.008           368.542.206.899  

15 Prov. Kalimantan Tengah       8.884.606.823.879           959.141.543.370  

16 Prov. Kalimantan Selatan     10.116.946.834.569        1.221.732.391.058  

17 Prov. Kalimantan Timur     23.428.575.292.236        2.007.130.809.496  

18 Prov. Sulawesi Utara       4.829.525.823.823           757.277.044.717  

19 Prov. Sulawesi Tengah       3.750.216.984.210           442.524.325.052  

20 Prov. Sulawesi Selatan       8.146.167.988.935           849.305.057.556  

21 Prov. Sulawesi Tenggara       7.545.880.421.394           683.508.524.457  

22 Prov. Bali       5.616.048.443.600           562.235.633.012  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat     10.918.318.404.273           834.584.079.149  

24 Prov. Nusa Tenggara Timur       4.485.512.908.015           606.702.214.577  

25 Prov. Maluku       4.148.811.786.282           542.785.444.495  

26 Prov. Papua     16.090.766.721.646        2.865.461.762.743  

27 Prov. Maluku Utara       2.258.733.559.619           423.492.341.205  

28 Prov. Banten     10.136.346.846.015        1.435.969.706.844  

29 Prov. Bangka Belitung       3.391.450.064.906           233.717.853.658  

30 Prov. Gorontalo       1.562.126.692.223           344.244.075.019  

31 Prov. Kepulauan Riau       3.865.362.032.175           341.284.894.457  

32 Prov. Papua Barat       7.894.905.303.026        1.677.004.074.167  

33 Prov. Sulawesi Barat       1.565.282.539.830           445.228.018.490  

34 Prov. Kalimantan Utara       1.807.408.029.500           668.609.685.103  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

Tabel 4.5 menggambarkan tentang jumlah belanja modal dan total aset 

yang diterima Provinsi selama Tahun 2015. Jumlah belanja modal dan total aset 

tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah belanja modal  Rp. 

10.244.016.709.208 dan jumlah total aset Rp. 421.061.389.203.531. Jumlah 

belanja modal terendah dihasilkan oleh Provinsi Gorontalo dengan jumlah belanja 

modal Rp. 344.244.075.019 dan total aset terendah dimiliki oleh Provinsi Bangka 

Belitung dengan total aset Rp. 1.562.126.692.223. 
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Tabel 4.6 

PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Tahun 2016 

(dalam satuan rupiah) 

NO NAMA PROVINSI PAD Daper 

1 Prov. Aceh       2.060.180.945.551        1.572.466.631.620  

2 Prov. Sumatera Utara       4.954.833.100.869        5.219.273.756.069  

3 Prov. Sumatera Barat       1.964.148.975.799        2.576.754.985.110  

4 Prov. Riau       3.110.656.139.757        3.824.481.733.335  

5 Prov. Jambi       1.233.514.664.110        1.547.888.628.151  

6 Prov. Sumatera Selatan       2.546.177.544.349        2.506.312.481.085  

7 Prov. Bengkulu          731.556.734.070        1.616.462.129.843  

8 Prov. Lampung       2.368.796.251.247        3.158.712.900.538  

9 Prov. DKI Jakarta     36.888.017.587.716      15.271.661.452.714  

10 Prov. Jawa Barat     17.042.895.113.672      10.622.671.443.683  

11 Prov. Jawa Tengah     11.541.029.720.310        8.017.297.595.983  

12 Prov. DI Yogyakarta       1.673.749.196.522        1.697.108.535.480  

13 Prov. Jawa Timur     15.817.795.024.797        9.039.003.358.881  

14 Prov. Kalimantan Barat       1.664.338.991.973        1.860.789.737.696  

15 Prov. Kalimantan Tengah       1.158.303.928.014        1.878.977.521.255  

16 Prov. Kalimantan Selatan       2.499.862.900.404        2.677.349.255.301  

17 Prov. Kalimantan Timur       4.029.364.843.886        3.941.626.961.365  

18 Prov. Sulawesi Utara          981.044.559.607        1.880.906.286.799  

19 Prov. Sulawesi Tengah          939.092.069.082        2.210.604.520.193  

20 Prov. Sulawesi Selatan       3.449.561.308.105        3.699.816.673.661  

21 Prov. Sulawesi Tenggara          753.657.954.464        2.037.098.801.791  

22 Prov. Bali       3.041.195.258.456        1.867.010.930.284  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat       1.359.844.019.438        2.583.032.589.905  

24 Prov. Nusa Tenggara Timur          995.186.120.952        2.839.657.758.567  

25 Prov. Maluku          466.208.198.074        2.041.954.997.675  

26 Prov. Papua       1.019.732.912.606        3.595.089.073.914  

27 Prov. Maluku Utara          280.150.113.343        1.453.204.504.116  

28 Prov. Banten       5.463.156.734.851        3.185.553.940.739  

29 Prov. Bangka Belitung          574.258.443.820        1.126.284.913.345  

30 Prov. Gorontalo          311.223.202.412        1.232.492.163.694  

31 Prov. Kepulauan Riau       1.079.309.741.999        1.464.904.579.643  

32 Prov. Papua Barat          338.811.109.229        3.221.910.435.351  

33 Prov. Sulawesi Barat          277.686.126.682        1.364.157.113.820  

34 Prov. Kalimantan Utara          507.955.516.972        1.579.537.873.785  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 
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Tabel 4.6 menggambarkan tentang jumlah PAD dan Dana Perimbangan 

yang diterima Provinsi selama Tahun 2016. Jumlah PAD dan Dana Perimbangan 

tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah PAD  Rp. 

36.888.017.587.716 dan jumlah Dana Perimbangan senilai Rp.     

15.271.661.452.714. Jumlah PAD terendah dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi 

Barat dengan jumlah Rp. 277.686.126.682. Jumlah Dana Perimbangan terendah 

diperoleh oleh Provinsi Bangka Belitung dengan jumlah Dana Perimbangan 

senilai Rp. 1.126.284.913.345. Terdapat 8 Provinsi yang mampu menghasilkan 

jumlah PAD lebih tinggi dari pada jumlah Dana Perimbangan yang diperoleh. 

Masih terdapat 26 Provinsi yang memiliki jumlah PAD lebih rendah dibandingkan 

jumlah Dana Perimbangnnya. Jumlah ini mengalami penurunan yang drastis dari 

tahun 2014 dan 2015. Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin banyak 

provinsi yang bergantung pada Dana Perimbangan yang diberikan oleh 

Pemerintah Pusat dari tahun 2015 menuju tahun 2016.  

Tabel 4.7 

Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2016 

(dalam satuan rupiah) 

NO NAMA PROVINSI Total Aset Belanja Modal 

1 Prov. Aceh     18.911.685.653.620        2.284.852.301.265  

2 Prov. Sumatera Utara     14.152.149.422.268        1.019.855.142.610  

3 Prov. Sumatera Barat       8.152.807.500.452           989.929.771.429  

4 Prov. Riau     31.643.508.312.589        2.035.635.833.790  

5 Prov. Jambi       6.230.703.051.278           945.539.006.404  

6 Prov. Sumatera Selatan     15.278.308.894.172           607.740.926.745  

7 Prov. Bengkulu       3.902.701.234.736           385.967.859.173  

8 Prov. Lampung       4.883.232.964.194        1.005.779.805.183  

9 Prov. DKI Jakarta   442.977.223.000.927        8.965.470.014.533  

10 Prov. Jawa Barat     28.286.541.521.361        2.859.355.623.561  

11 Prov. Jawa Tengah     30.749.242.076.898        2.815.678.180.450  
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Tabel 4.7 (Lanjutan) 

Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2016 

(dalam satuan rupiah) 

12 Prov. DI Yogyakarta       6.050.819.887.074           836.873.712.179  

13 Prov. Jawa Timur     30.127.166.768.665        2.150.594.111.043  

14 Prov. Kalimantan Barat       7.593.574.406.129           474.804.656.556  

15 Prov. Kalimantan Tengah       9.588.975.812.764           783.864.792.770  

16 Prov. Kalimantan Selatan     11.138.742.854.862        1.348.729.961.206  

17 Prov. Kalimantan Timur     23.113.184.392.170        1.571.814.627.288  

18 Prov. Sulawesi Utara       6.150.958.263.759           745.899.590.321  

19 Prov. Sulawesi Tengah       4.211.734.102.129           503.973.009.626  

20 Prov. Sulawesi Selatan       9.137.116.284.120           856.863.743.969  

21 Prov. Sulawesi Tenggara       8.189.043.983.872           751.917.122.616  

22 Prov. Bali       8.554.849.314.154           730.924.237.375  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat     11.890.842.470.329           696.681.645.258  

24 Prov. Nusa Tenggara Timur       5.354.336.886.083           602.299.044.635  

25 Prov. Maluku       4.672.543.530.526           753.758.990.734  

26 Prov. Papua     19.128.988.032.431        2.490.333.441.810  

27 Prov. Maluku Utara       2.873.883.233.063           592.691.071.221  

28 Prov. Banten     10.034.979.988.831        1.334.133.583.359  

29 Prov. Bangka Belitung       3.776.442.444.257           229.776.980.689  

30 Prov. Gorontalo       1.725.280.421.554           296.922.957.084  

31 Prov. Kepulauan Riau       3.872.940.317.954           303.204.145.183  

32 Prov. Papua Barat       9.030.570.639.652        1.446.543.651.937  

33 Prov. Sulawesi Barat       1.899.310.955.012           498.735.452.856  

34 Prov. Kalimantan Utara       3.085.669.426.622           797.282.256.449  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

Tabel 4.7 menggambarkan tentang jumlah belanja modal dan total aset 

yang diterima Provinsi selama Tahun 2016. Jumlah belanja modal dan total aset 

tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah belanja modal  Rp. 

8.965.470.014.533 dan jumlah total aset Rp. 442.977.223.000.927. Jumlah belanja 

modal terendah dimiliki oleh Provinsi Gorontalo dengan jumlah belanja modal 

Rp. 296.922.957.084  dan total aset terendah dihasilkan oleh Provinsi Bangka 

Belitung dengan total aset Rp 229.776.980.689 .  
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4.1.2 Analisis Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan program SPSS sebagai alat uji. Analisis 

deskriptif dilakukan untuk menghasilkan ringkasan atau resume data secara umum 

yang berguna untuk melakukan pengecekan atau validasi data. Sebelum 

melakukan analisis data, kita harus menyiapkan data-data yang dibutuhkan. 

Penelitian ini menggunakan data jumlah anggaran pendapatan, anggaran PAD, 

anggaran pengeluaran, total aset,  pendapatan, PAD, dana perimbangan, belanja 

modal, pembiayaan, pinjaman daerah dan obligasi serta pengeluaran daerah. Data-

data tersebut diperoleh dari Ringkasan APBD, Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca dari masing-masing provinsi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 

Tabel 4.8 

Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics

102 .012 36.888 3.74666 6.533795

102 .000 2.502 1.05832 .435656

102 .000 7.596 .49154 1.148161

102 .225 10.411 1.24235 1.656617

102 1.344 442.977 22.88818 71.703508

102 .960 639.550 127.86098 132.258027

102

PAD

DAU

DAK

Belanja Modal

Total Aset

Rasio Kemandirian

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

 
Sumber: Hasil output SPSS,2018 

Dari tabel analisis deskriptif di atas, kita dapat mengetahui bahwa rata-rata 

PAD yang diterima selama kurun waktu 3 tahun adalah Rp 3,75 triliun. Rata-rata 

DAU yang diperoleh Rp 1,06 triliun. Rata-rata DAK adalah Rp 0,49 triliun. Rata-

rata belanja modal adalah Rp 1.24 triliun serta rata-rata ukuran pemerintah daerah 

provinsi di Indonesia selama 2014-2016  memiliki total aset Rp 22,8 triliun. 
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4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahu apakah sebuah 

data berdistribusi normal ataupun mendekati distribusi normal (Santoso, 2015). 

Data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas bisa 

menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05; 

maka berarti berdistribusi normal. Namun sebaliknya, apabila nilai signifikan 

kurang dari 0,05; maka berarti tidak berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil 

dari Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov variabel PAD, DAU, DAK, belanja 

modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap variabel kinerja keuangan 

pemerintah daerah dengan proksi rasio kemandirian. 

Tabel 4.9 

Uji Normalitas 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Hasil output SPSS,2018 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

102

.0000000

.97493339

.052

.052

-.045

.529

.942

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Standardized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Hasil uji normalitas diatas menunjukan bahwa nilai signifikan adalah 

0,942 yaitu lebih dari 0,05. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah data yang diuji 

berdistribusi normal.  

 

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan atau tidak dalam model regresi antar variabel bebas (independent). 

Model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki hubungan antara variabel 

bebasnya. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10; maka tidak terdapat hubungan 

antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Namun, jika nilai 

tolerance kurang dari 0,10; maka terdapat hubungan atara variabel bebas atau 

terjadi multikolinearitas terhadap. Selain itu, kita juga haris melihat nilai VIF. 

Tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00 dan terjadi 

multikolinearitas apabila nilai VIF lebih besar dari 10,00.  

Tabel 4.10 

Uji Multokolinearitas 

Coefficientsa

.940 1.064

.908 1.102

.941 1.062

.935 1.070

.969 1.032

PAD

DAU

DAK

Belanja Modal

Total Aset

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Rasio Kemandiriana. 

 
Sumber: Hasil output SPSS,2018 

Nilai tolerance dari PAD, DAU, DAK, belanja modal dan total aset lebih 

besar dari 0,10 dan nilai VIF dari PAD, DAU, DAK, belanja modal dan total aset 
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lebih kecil dari 10,00. Hasil tersebut menandakan  bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas pada data yang diuji yang berarti penelitian dapat dilanjutkan. 

 

4.1.3.3 Uji Heterokedasitas 

Uji Heterokedasitas bertujuan umtuk menguji terjadinya perbedaan 

variancedari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedasitas 

karena bila ada gejala tersebut, maka akan terjadi keraguan atau ketidak akuratan 

pada hasil analisis regresi yang dilakukan. Terdapat beberapa cara untuk 

melakukan uji ini. Penelitian ini melakukan uji heterokedasitas dengan melakukan 

Uji Glejser. 

Tabel 4.11 

Uji Heterokedasitas 

Sumber: Hasil output SPSS,2018 

Hasil diatas menunjukan bahwa nilai signifikan dari PAD adalah 0,327; 

DAU  adalah 0,188 DAK adalah 0,073; belanja modal adalah 0,967 dan total aset  

adalah 0,994. Nilai signifikan dari kelima variabel menunjukan hasil lebih dari 

Coefficientsa

.764 .062 12.284 .000

.068861 .070 .102 .985 .327

-.108219 .082 -.138 -1.325 .188

-.167107 .092 -.185 -1.815 .073

-.003222 .077 -.004 -.042 .967

-.000007 .001 -.001 -.008 .994

(Constant)

PAD

DAU

DAK

Belanja Modal

Total Aset

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: ABSRESIDa. 



59 
 

 

Model Summaryb

1.343a

Model

1

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), Total Aset, PAD,

DAK, Belanja Modal, DAU

a. 

Dependent Variable:  Rasio Kemandirianb. 

0,05. Hasil yang dapat disimpulkan adalah tidak terjadi gejala heterokedasitas 

pada data yang diuji. 

 

4.1.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi dilakukan untuk  menguji apakah dalam model regresi 

linear berganda terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Model regresi 

yang baik adalah model regresi yang bebas dai autokorelasi. Uji Durbin-Watson 

(DW) adalah uji yang digunkan dalam pengujian autokorelasi ini. Terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis hasil uji ini. Terdapat 

autokorelasi pada data yang diuji apabila nilai Durbin-Watson kurang dari -2 dan 

lebih dari 2 begitupun sebaliknya. Apabila nilai Durbin-Watson berada diantara -2 

dan 2 maka tidak terjadi autokorelasi pada data yang diuji. 

Tabel 4.12 

Uji Autokorelasi 
 

 

 

 

 

Sumber: Hasil output SPSS,2018 

Hasil diatas menunjukan bahwa nilai DW 1,343. Nilai tersebut lebih dari -

2 dan kurang dari 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada data yang diuji sehingga penelitian dapat dilanjutkan. 
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4.1.3.5 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi menurut Gujarat (2006) dalam Arifin (2017) adalah 

kajian untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. 

Terdapat uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Uji regresi sederhana 

untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat (Y) dengan satu variabel 

bebas (X). Sedangkankan Uji regresi berganda atau regresi linear berganda 

digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat terhadap beberapa 

variabel bebas (Arifin, 2017). Berikut hasil dari Uji Regresi Linear Berganda 

variabel PAD, DAU, DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap 

variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio 

kemandirian. 

Tabel 4.13 

Uji Regresi Linear Berganda 

Sumber: Hasil output SPSS,2018 

Y=73,000+ 36,422X1-16,574X2 -62,439X3+18,693X4-2,473X5+e 

 

Hasil intepretasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut. 

a) Y= Kinerja keuangan pemerintah daerah  

Coefficientsa

73.000 17.014 4.291 .000

36.422 2.045 1.799 17.812 .000

-16.574 15.354 -.055 -1.079 .283

-62.439 5.780 -.542 -10.802 .000

18.694 11.643 .234 1.606 .112

-2.473 .283 -1.340 -8.736 .000

(Constant)

PAD

DAU

DAK

Belanja Modal

Total Aset

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Rasio Kemandiriana. 
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b) a = 73,000 

Koefisien ini menandakan bahwa apabila tidak terdapat variabel bebas 

(PAD,dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah), 

maka nilai dari kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 73,000. 

Artinya, kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 73% 

sebelum atau tanpa adanya variabel PAD,DAU, DAK, belanja modal dan 

ukuran pemerintah daerah (X1,X2,X3,X4 dan X5=0). 

c) b1 = 36,422 

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap variabel PAD meningkat 1 triliun 

rupiah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 

36,422% dengan asumsi variabel bebas yang lain sama dengan 0. 

d) b2 = -16,574 

Koefisien ini menunjukan bahwa setiap variabel DAU meningkat sebesar 

1 triliun rupiah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan 

mengalami penurunan sebesar 16,574% dengan asumsi variabel bebas 

yang lain sama dengan 0. 

e) b3 = -62,439 

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap variabel DAK meningkat sebesar 

1 triliun rupiah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan 

mengalami penurunan sebesar 62,439% dengan asumsi variabel bebas 

yang lain sama dengan 0. 

f) b4 = 18,693 
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Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap variabel belanja modal yang 

diproksikan meningkat sebesar 1 triliun rupiah, maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 18,693% dengan 

asumsi variabel bebas yang lain sama dengan 0. 

g) b5 = -2,473 

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap variabel ukuran pemerintah 

daerah yang diproksikan dengan total aset yang diproksikan meningkat 

sebesar 1 triliun rupiah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan 

mengalami penurunan sebesar 2,473% dengan asumsi variabel bebas yang 

lain sama dengan 0. 

 

4.1.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan pengujian terhadap kebenaran dari suatu 

pernyataan dalam bentuk statistik dan akan menghasilkan kesimpulan untuk 

menolak atau menerima pernyataan tersebut. Hipotesis merupakan pernyataan 

yang diharapkan terjadi pada hubungan antar variabel yang satu dengan yang 

lainnya (Arifin, 2017). Berikut hasil dari Uji hipotesis variabel PAD, dana 

perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap variabel 

kinerja keuangan pemerintah daerah dengan proksi rasio efektivitas. 

 

4.1.4.1 Uji t (Parsial) 

Uji t atau parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara terpisah. Langkah pertama kita harus membuat 
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pernyataan atau hipotesis. Setelah mengetahui hasilnya, kita harus memperhatikan 

nilai t hitung, t tabel dan nilai signifikannya dngan ketentuan sebagai berikut. 

1) Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas berbengaruh terhadap 

variabel terikat. 

2) Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

3) Jika nilai sig. < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

4) Jika nilai sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Uji t yang harus dilakukan sesuai dengan jumlah hipotesis penelitian ini 

yaitu sebanyak 5 uji t. Uji t pertama dilakukan untuk menguji H1 yaitu PAD 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kepercayaan 

yang digunakan adalah 95% maka nila α = 0,05. Rumus untuk mencari t tabel 

yaitu tingkat kepercayaan :2 ; jumlah data – jumlah variabel – 1 atau t tabel = 

(α/2; n-k-1). Perhitungan t tabel  (0,025; 76) menghasilkan nilai 1.988. 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari perhitungan tersebut adalah t tabel = 1,988 

lebih kecil dari t hitung = 17,812 dan nilai signifikan. 0,000 < 0,05  ; maka PAD 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. 

Uji t yang kedua yaitu uji t terhadap H2 = DAU (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian 

menghasilkan nilai t tabel = 1,988  lebih besar dari t hitung = -1,079 dan nilai 
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signifikan 0,283 > 0,05 maka DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan daerah. 

 Uji t yang ketiga yaitu uji t terhadap H3 = DAK (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian 

menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = -10,802 dan nilai 

signifikan 0,000 > 0,05; maka DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan daerah. 

Uji t yang keempat yaitu uji t terhadap H4 = Belanja Modal (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). 

Pengujian menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = 1,606 dan nilai 

signifikan 0,112 > 0,05  maka belanja modal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Uji t yang kelima yaitu uji t terhadap H5 = Total Aset (X5) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian 

menghasilkan t tabel = 1,988 lebih kecil dari t hitung = -2,473 dan nilai signifikan 

0,000 < 0,05  maka total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

 

4.1.4.2 Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat secara bersamaan. Pengujian hipotesis diketahui melalui 

berbandingan F hitung dengan F tabel yang dihitung dengan α= 0,05. Hipotesis 
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yang digunakan adalah sebagai berikut. Apabila F hitung > F tabel, maka Variabel 

X1,X2,X3,X4 dan X5 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Y. Namun, jika F hitung < F tabel, maka Variabel X1,X2,X3,X4 dan X5 secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Pengujian dilakukan 

terhadap H0= Variabel X1,X2,X3 dan X4 secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y dan H1= Variabel X1,X2,X3 dan X4 secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berikut adalah hasil uji F 

yang telah di hasilkan pada program SPSS . 

Tabel 4.14 

Uji F (Simultan) 

Sumber: Hasil output SPSS,2018 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah 

7,427. Sedangkan F tabel dapat dihitung melalui Ms. Exel dan hasilnya adalah F 

tabel = 2,309. Hasilnya F hitung = 7,427 > F tabel = 2,309; maka variabel 

X1,X2,X3,X4 dan X5 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Y. 

 

 

 

 

ANOVAb

318650.4 4 79662.595 7.427 .000a

815170.8 76 10725.932

1133821 80

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Total Aset, Daper, PAD, Belanja Modala. 

Dependent Variable: Kinerja Keuangan PDb. 
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4.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.15 

Koefisien Determinasi 

Model Summary

.908a .825 .816 56.749605

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Total Aset, DAK, DAU, PAD,

Belanja Modal

a. 

 
Sumber: Hasil output SPSS,2018 

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui 

bahwa R
2 

sebesar 0,825 atau 82,5%. Nilai ini menunjukan bahwa keragaman 

variabel kinerja keuangan pemerintah daerah 82,5% dipengaruhi oleh variabel 

bebas PAD,DAU, DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah. Sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Pengaruh Parsial PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran 

Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi 

di Indonesia 

4.2.1.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di 

Indonesia 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.13, dapat diketahui bahwa t 

tabel  (0,025; 76) menghasilkan nilai 1.988. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari 

perhitungan tersebut adalah t tabel = 1,988 lebih kecil dari t hitung = 17,812 dan 
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nilai signifikan. 0,000 < 0,05  ; maka PAD berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Jauhar (2016) yang mana menyatakan bahwa PAD berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangna pemerintah daerah. Sedangkan Masdiantini 

dan Erawati (2016) pada kabupaten/ kota di Bali  menyatakan bahwa kemakmuran 

yang diproksikan dengan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat diterima sesuai dengan hakikat PAD 

itu sendiri yang merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya 

keuangan daerah itu sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa PAD merupakan 

gambaran dari kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah 

yang mereka miliki. Apabila manajemen pengelolaan potensi suatu daerah itu 

baik, maka akan menghasilkan PAD yang tinggi. PAD yang tinggi  akan 

mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat yang semakin baik karena mereka tidak bergantung lagi pada transfer 

dari pemerintah. Hal ini akan berujung pada kinerja keuangan yang semakin baik 

karena mereka memiliki kemandirian keuangan yang baik. 

 

4.2.1.2 Pengaruh DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di 

Indonesia 

Hasil uji regresi DAU menghasilkan nilai t tabel = 1,988  lebih besar dari 

t hitung = -1,079 dan nilai signifikan 0,283 > 0,05 maka DAU tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian Kusuma (2017) dan Jauhar (2016) yang menyatakan bahwa 
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DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh 

Ariani dan Putri (2016) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Keadaan ini menunjukan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan dana 

bagi pemerintah daerah untuk menunjang jalannya pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat serta menghindari ketimpangan fiskal pada setiap daerah. Namun, 

DAU yang diberikan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah 

daerah apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah 

daerah dalam mengelola dan memaksimalkna dana transfer pusat sehingga 

pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat 

berjalan dengan baik. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat 

akan memberikan kesempatan pada oknum-oknum tertentu yang dapat melakukan 

penyelewengan demi kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut merupakan beberapa 

faktor yang menyebabkan DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah.  

 

4.2.1.3 Pengaruh DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di 

Indonesia 

Hasil uji regresi terhadap DAK menghasilkan t tabel = 1,988 lebih 

besar dari t hitung = -10,802 dan nilai signifikan 0,000 > 0,05; maka DAK 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jauhar (2016) yang menyatakan 

bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Sementara penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian 

Abdullah dkk. (2015) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Hasil ini dapat diterima karena DAK merupakan dana yang diberikan 

untun mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan 

untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran yang 

diutamakan demi kepentingan nasional. Sasaran utama dana ini yaitu untuk daerah 

perbatasan dan terpencil. Hal ini tentunya berbeda dengan DAU yang diberikan 

kepada semua daerah guna pemerataan secara umum dengan besar alokasiyang 

telah ditentukan. Sedangkan DAK ditujukan untuk daerah-daerah tertentu yang 

membutuhkan bantuan khusus dalam bidang tertentu. Semakin banyak DAK yang 

diterima oleh suatu daerah menandakan bahwa kemandirian keuangan daerah 

tersebut semakin rendah sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut 

semakin buruk. 

 

4.2.1.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Provinsi di Indonesia 

Berdasarkan hasil uji regresi menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar 

dari t hitung = 1,606 dan nilai signifikan 0,112 > 0,05  maka belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 
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penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauhar (2016) yang 

menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) 

yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah bertolak belakang dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini 

bisa diterima sesuai dengan pernyataan Boediarso Teguh Widodo Dirjen 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diliput oleh Detik Finance 

pada tanggal 22 November 2017. Beliau menyatakan bahwa jumlah belanja 

pegawai yang lebih besar dari belanja moda serta lambatnya realisasi belanja 

modal menjadi salah satu penyebab tidak efisien dan efektivitasnya pengelolaan 

anggaran. Pernyataan tersebut menggambarkan pengelolaan belanja modal oleh 

pemerintah daerah masih kurang optimal. Belanja modal yang dilakukan belum 

mencapai manfaat yang seharusnya dapat membantu jalannya pemerintahan dan 

memaksimalkan penyediaan infrastruktur untuk pelayanan masyarakat. Hal ini 

juga dapat disebabkan kurangnya pengawasan serta kualitas sumber daya manusia 

yang kurang memadai dalam merealisasikan belanja modal yang seharusnya bisa 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jika pengelolaan terhadap belanja modal 

tidak diperbaiki, maka seberapapun besar belanja modal tidak akan 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. 
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4.2.1.5 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia 

Hasil uji regresi menunjukan bahwa t tabel = 1,988 lebih kecil dari t 

hitung = -2,473 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05  maka ukuran pemerintah daerah 

yang diproksikan dengan total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa total aset tidak 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Aziz (2016) 

menyatakan bahwa total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah karena semakin besar total aset semakin besar tuntutan yang diberikan 

kepada pemerintah daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Namun, hal sebaliknya akan terjadi apabila 

pengelolaan aset tidak dilakukan dengan baik. Pengelolaan aset yang baik akan 

memberikan manfaat yaitu efisiensi atas anggaran yang telah ditetapkan dan 

meningkatkan potensi penerimaan dari pemanfaatan aset yang bersangkutan 

(Lukito, 2017). Hanis, dkk (2011) dalam Lukito (2017) mengemukakan beberapa 

faktor yang dapat menghambat pengelolaan aset daerah seperti: (1) Kerangka 

kebijakan yang belum komprehensif; (2) Pemikiran tradisional yang tidak 

mengutamakan pemanfaatan aset publik untuk meningkatkan pemasukan daerah; 

(3) Inefisiensi; (4) Keterbatasan data; dan (5) Keterbatasan sumber daya manusia. 

Selain masalah tersebut, terdapat beberapa fakta yang telah dipaparkan oleh 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

pada Semester I & II tahun 2015 serta Semester I tahun 2016 mengenai kendala 
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dan permasalahan manajemen aset pemerintah daerah antara lain: (1) Pencatatan 

aset tidak akurat maupun belum dilakukan; (2) Aset tidak memiliki data yang 

andal; (3) Penyusunan laporan tidak sesuai standar atau aturan; (4) Aset belum 

dioptimalkan (underutilitized); (5) Belum adanya penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur); (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset 

dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) 

Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(Lukito, 2017). Selain masalah tersebut, terdapat beberapa kemungkinan masalah 

yang dialami pemerintah daerah dalam pelaporan aset terkait dengan beberapa hal. 

Pertama, kepemilikan aset yang tidak pasti dikarenakan ketidak jelasan status 

kepemilikan serta tidak adanya bukti kepemilikan yang sah. Kedua, manfaat 

ekonomi aset di masa depan yang tidak pasti dan sulit diukur. Ketiga, terjadinya 

perubahan nilai aset dikarenakan nilai aset yang dicatat menggunakan nilai 

historis sedangkan nilai pasar selalu mengalami berubah. Kendala dan masalah-

masalah diatas merupkan beberapa faktor yang menyebabkan ukuran pemerintah 

daerah yang diproksikan dengan total aset berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. 
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4.2.2 Pengaruh Simultan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal danUkuran 

Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Provinsi di Indonesia 

Berdasarkan tabel uji F, dapat diketahui bahwa F hitung = 7,427 > F 

tabel = 2,292; maka variabel X1,X2,X3,X4 dan X5 secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

PAD, DAU, DAK, belanja modal  dan ukuran pemerintah daerah yang 

diproksikan dengan total aset berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Kelima variabel tersebut harus dijalankan secara bersama 

untuk menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah karena mereka saling memiliki keterkaitan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap 

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut. 

1) Uji t pertama dilakukan untuk menguji H1 = PAD (X1) berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil uji diperoleh t 

tabel = 1,995 lebih besar dari t hitung = 1,059 dan nilai signifikan. 0,293 > 

0,05  ; maka PAD secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. 

2) Uji t yang kedua yaitu uji t terhadap H2 = DAU (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian 

menghasilkan nilai t tabel = 1,988  lebih besar dari t hitung = -1,079 dan 

nilai signifikan 0,283 > 0,05 maka DAU tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan daerah. 

3) Uji t yang ketiga yaitu uji t terhadap H3 = DAK (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian 

menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = -10,802 dan nilai 

signifikan 0,000 > 0,05; maka DAK berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan daerah. 
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4) Uji t yang keempat yaitu uji t terhadap H4 = Belanja Modal (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). 

Pengujian menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = 1,606 

dan nilai signifikan 0,112 > 0,05  maka belanja modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

5) Uji t yang kelima yaitu uji t terhadap H5 = Total Aset (X5) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian 

menghasilkan t tabel = 1,988 lebih kecil dari t hitung = -2,473 dan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05  maka total aset berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

6) Uji F dilakukan dengan nilai F hitung adalah 7,427. Sedangkan F tabel 

dapat dihitung melalui Ms. Exel dan hasilnya adalah F tabel = 2,309. 

Hasilnya F hitung = 7,427 > F tabel = 2,309; .maka variabel PAD, DAU, 

DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah secara simultan atau 

bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan 

pemerintah daerah provinsi di Indonesia. 

 

 

 

 

 



76 
 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan penulis adalah 

sebagai berikut. 

1) Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

independen yang dapat mempengaruhi kenerja keuangan pemerintah 

daerah agar dapat mengembangkan cakupan penelitian serta menambah 

lebih banyak sampel dengan rentang tahun yang lebih panjang agar dapat 

mengasilkan data yang lebih signifikan. 

2) Saran untuk pihak Pemerintah agar dapat mengelola dana perimbangan 

dengan baik sehingga bisa lebih meningkatkan kinerja keuangan serta 

mencari solusi atas segala hal yang menjadi penghalang atau kendala dari 

faktor yang seharusnya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah 

daerah seperti PAD, belanja modal serta aset yang dimiliki tiap daerah 

agar dapat dikelola secara optimal. 
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PAD PROVINSI TAHUN 2014-2016 

NO NAMA PROVINSI TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 

1 Prov. Aceh      1.731.130.839.637       1.972.049.032.902        2.060.180.945.551  

2 Prov. Sumatera Utara      4.416.811.865.267       4.883.880.619.308        4.954.833.100.869  

3 Prov. Sumatera Barat      1.729.222.284.040       1.876.733.122.796        1.964.148.975.799  

4 Prov. Riau      3.245.087.745.090       3.476.960.097.649        3.110.656.139.757  

5 Prov. Jambi      1.281.239.472.808       1.241.223.028.012        1.233.514.664.110  

6 Prov. Sumatera Selatan      2.422.673.788.769       2.534.526.413.315        2.546.177.544.349  

7 Prov. Bengkulu         672.064.468.249          701.300.383.229           731.556.734.070  

8 Prov. Lampung      2.274.685.572.913       2.247.342.667.611        2.368.796.251.247  

9 Prov. DKI Jakarta    31.274.215.885.720     33.686.176.815.708      36.888.017.587.716  

10 Prov. Jawa Barat    15.038.153.309.919     16.032.856.414.345      17.042.895.113.672  

11 Prov. Jawa Tengah      9.916.358.231.432     10.904.825.812.504      11.541.029.720.310  

12 Prov. DI Yogyakarta      1.464.604.954.200       1.593.110.769.595        1.673.749.196.522  

13 Prov. Jawa Timur    14.442.216.534.959     15.402.647.674.503      15.817.795.024.797  

14 Prov. Kalimantan Barat      1.621.610.890.849       1.702.542.350.065        1.664.338.991.973  

15 Prov. Kalimantan Tengah      1.253.708.122.296       1.174.969.266.557        1.158.303.928.014  

16 Prov. Kalimantan Selatan      2.898.704.954.480       2.684.908.313.881        2.499.862.900.404  

17 Prov. Kalimantan Timur      6.663.113.274.491       4.950.160.613.906        4.029.364.843.886  

18 Prov. Sulawesi Utara         937.681.926.708       1.012.945.961.386           981.044.559.607  

19 Prov. Sulawesi Tengah         824.611.352.385          904.937.124.509           939.092.069.082  

20 Prov. Sulawesi Selatan      3.029.122.238.496       3.270.828.511.467        3.449.561.308.105  

21 Prov. Sulawesi Tenggara         599.942.751.257          667.079.209.826           753.657.954.464  

22 Prov. Bali      2.920.416.697.075       3.041.298.422.525        3.041.195.258.456  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat      1.115.060.397.173       1.372.661.567.125        1.359.844.019.438  

24 Prov. Nusa Tenggara 

Timur 

        763.300.806.702          882.315.240.378           995.186.120.952  

25 Prov. Maluku         425.425.607.781          390.813.371.781           466.208.198.074  

26 Prov. Papua         944.929.691.841          912.908.312.259        1.019.732.912.606  

27 Prov. Maluku Utara         203.059.697.910          236.054.304.107           280.150.113.343  

28 Prov. Banten      4.899.125.691.766       4.972.737.619.281        5.463.156.734.851  

29 Prov. Bangka Belitung         563.108.840.861          571.802.890.055           574.258.443.820  

30 Prov. Gorontalo         281.920.210.039          289.557.151.142           311.223.202.412  

31 Prov. Kepulauan Riau      1.070.208.288.698       1.013.226.321.364        1.079.309.741.999  

32 Prov. Papua Barat         306.674.697.583          322.799.297.752           338.811.109.229  

33 Prov. Sulawesi Barat         222.635.496.656          273.507.239.233           277.686.126.682  

34 Prov. Kalimantan Utara           11.833.885.267          370.047.613.759           507.955.516.972  

 



 

 

 

DAU PROVINSI TAHUN 2014-2016 

NO NAMA PROVINSI TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 

1 Prov. Aceh      1.201.612.787.000       1.237.894.986.000        1.263.870.989.000  

2 Prov. Sumatera Utara      1.349.132.276.000       1.139.261.371.000        1.604.505.673.000  

3 Prov. Sumatera Barat      1.129.886.306.000       1.221.128.606.000        1.261.915.864.000  

4 Prov. Riau         820.984.584.000          654.220.250.000           738.378.736.825  

5 Prov. Jambi         948.337.712.000       1.009.165.864.000        1.070.452.478.000  

6 Prov. Sumatera Selatan         985.542.760.000          931.915.470.000        1.071.421.391.000  

7 Prov. Bengkulu         955.095.187.000       1.046.080.820.000        1.070.751.292.000  

8 Prov. Lampung      1.136.053.041.000       1.097.129.439.000        1.321.679.032.000  

9 Prov. DKI Jakarta           85.985.282.000                                  -                                    -    

10 Prov. Jawa Barat      1.687.686.386.000       1.303.654.355.000        1.248.112.171.860  

11 Prov. Jawa Tengah      1.803.931.189.000       1.629.429.283.000        1.859.907.223.000  

12 Prov. DI Yogyakarta         899.923.550.000          920.544.722.000           940.835.434.000  

13 Prov. Jawa Timur      1.866.548.185.000       1.587.261.707.000        1.672.878.372.000  

14 Prov. Kalimantan Barat      1.290.222.856.000       1.405.594.169.000        1.493.486.253.000  

15 Prov. Kalimantan Tengah      1.152.428.738.000       1.280.595.848.000        1.294.850.243.000  

16 Prov. Kalimantan Selatan         701.725.536.000          571.244.699.000           779.517.454.000  

17 Prov. Kalimantan Timur           57.312.515.000                                  -               80.402.179.000  

18 Prov. Sulawesi Utara         949.852.622.000       1.026.948.809.000        1.065.545.204.000  

19 Prov. Sulawesi Tengah      1.087.885.014.000       1.221.602.865.000        1.272.925.036.000  

20 Prov. Sulawesi Selatan      1.209.587.410.000       1.180.010.167.000        1.394.148.361.000  

21 Prov. Sulawesi Tenggara      1.053.636.011.000       1.176.423.577.000        1.200.634.199.000  

22 Prov. Bali         832.297.473.000          831.597.268.000           850.144.224.000  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat         980.390.340.000       1.088.633.717.000        1.117.691.709.000  

24 Prov. Nusa Tenggara 

Timur 

     1.131.687.590.000       1.300.445.875.000        1.337.091.848.000  

25 Prov. Maluku      1.019.704.312.000       1.177.774.674.000        1.260.897.986.000  

26 Prov. Papua      1.991.202.341.100       2.277.932.698.000        2.502.449.137.000  

27 Prov. Maluku Utara         906.623.550.000       1.061.177.950.000        1.132.578.857.000  

28 Prov. Banten         728.490.012.000          640.981.003.000           693.738.579.794  

29 Prov. Bangka Belitung         806.820.146.000          897.887.443.000           905.526.208.000  

30 Prov. Gorontalo         734.279.438.000          845.395.651.000           884.557.753.000  

31 Prov. Kepulauan Riau         698.009.318.000          695.943.711.000           866.810.696.000  

32 Prov. Papua Barat      1.122.264.659.000       1.284.079.495.000        1.322.765.639.000  

33 Prov. Sulawesi Barat         776.214.122.000          895.580.933.000           925.147.622.000  

34 Prov. Kalimantan Utara           20.567.986.000          651.247.428.000        1.032.459.159.000  

 



 

 

 

DAK PROVINSI TAHUN 2014-2016 

NO NAMA PROVINSI TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 

1 Prov. Aceh           72.953.790.000            70.866.056.000           129.982.373.000  

2 Prov. Sumatera Utara           59.728.388.000            47.746.880.500        3.103.684.863.460  

3 Prov. Sumatera Barat           54.108.200.000            62.731.100.000        1.180.338.806.000  

4 Prov. Riau           43.737.510.000            63.362.192.000        1.421.530.289.075  

5 Prov. Jambi           49.355.510.000            57.944.770.000             81.644.852.458  

6 Prov. Sumatera Selatan           62.754.900.000            69.405.320.000           148.180.327.539  

7 Prov. Bengkulu           53.927.020.000            63.893.200.000           468.362.409.500  

8 Prov. Lampung           48.851.620.000          245.066.400.000        1.651.557.871.127  

9 Prov. DKI Jakarta                                 -                                    -          2.883.078.374.200  

10 Prov. Jawa Barat           78.215.030.000            18.904.024.000        7.596.342.335.570  

11 Prov. Jawa Tengah           79.165.240.000            57.972.640.000        5.263.717.151.065  

12 Prov. DI Yogyakarta           37.131.610.000            39.084.040.000           643.207.672.956  

13 Prov. Jawa Timur         101.875.970.000            66.039.190.000        5.516.240.624.514  

14 Prov. Kalimantan Barat           63.189.480.000            85.584.200.000           199.767.933.990  

15 Prov. Kalimantan Tengah           61.929.830.000            72.525.960.000           241.247.658.125  

16 Prov. Kalimantan Selatan           54.189.940.000            63.890.470.000           853.323.829.000  

17 Prov. Kalimantan Timur             1.037.925.000          218.651.350.000        1.016.403.394.952  

18 Prov. Sulawesi Utara           59.675.060.000            76.744.790.000           712.639.625.179  

19 Prov. Sulawesi Tengah           63.942.480.000          250.986.290.000           835.621.352.212  

20 Prov. Sulawesi Selatan           72.976.480.000          222.686.392.000        1.991.324.789.475  

21 Prov. Sulawesi Tenggara           58.750.010.000            86.399.950.000           738.810.237.719  

22 Prov. Bali           41.600.750.000          134.496.571.000           844.872.363.132  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat           54.663.430.000          214.257.150.000        1.090.304.456.356  

24 Prov. Nusa Tenggara 

Timur 

          74.235.910.000          100.654.710.000        1.411.352.709.000  

25 Prov. Maluku           70.134.160.000          216.914.600.000           318.803.857.816  

26 Prov. Papua         120.505.640.000          460.303.520.000           328.169.423.000  

27 Prov. Maluku Utara           74.623.090.000          146.686.448.000           233.861.504.648  

28 Prov. Banten           12.538.478.000            16.789.048.000        1.998.321.331.000  

29 Prov. Bangka Belitung           43.372.460.000            44.355.816.000             77.898.689.000  

30 Prov. Gorontalo           42.374.060.000            67.883.960.000           319.995.162.651  

31 Prov. Kepulauan Riau           41.678.090.000            42.537.210.000             76.384.932.000  

32 Prov. Papua Barat           61.215.730.000            92.376.080.000           489.419.916.083  

33 Prov. Sulawesi Barat           50.585.710.000            72.513.950.000           410.156.415.529  

34 Prov. Kalimantan Utara             8.221.270.000            59.947.820.000           377.594.814.058  

 



 

 

 

BELANJA MODAL PROVINSI TAHUN 2014-2016 

NO NAMA PROVINSI TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 

1 Prov. Aceh      2.407.479.412.537       2.025.103.488.978        2.284.852.301.265  

2 Prov. Sumatera Utara      1.145.972.228.647          932.244.349.249        1.019.855.142.610  

3 Prov. Sumatera Barat         785.887.923.556          788.149.955.543           989.929.771.429  

4 Prov. Riau         623.644.302.765       2.014.487.685.482        2.035.635.833.790  

5 Prov. Jambi         818.059.263.041          791.487.340.375           945.539.006.404  

6 Prov. Sumatera Selatan         733.382.314.936       1.041.021.930.768           607.740.926.745  

7 Prov. Bengkulu         305.053.538.410          479.181.286.107           385.967.859.173  

8 Prov. Lampung         925.454.683.174          868.999.195.460        1.005.779.805.183  

9 Prov. DKI Jakarta    10.411.118.390.249     10.244.016.709.208        8.965.470.014.533  

10 Prov. Jawa Barat      1.359.802.615.163       2.298.676.125.205        2.859.355.623.561  

11 Prov. Jawa Tengah      1.570.679.410.770       2.514.681.555.008        2.815.678.180.450  

12 Prov. DI Yogyakarta         442.446.473.601          627.602.185.565           836.873.712.179  

13 Prov. Jawa Timur      1.207.456.633.374       2.258.320.071.662        2.150.594.111.043  

14 Prov. Kalimantan Barat         490.219.404.243          368.542.206.899           474.804.656.556  

15 Prov. Kalimantan Tengah         814.507.823.610          959.141.543.370           783.864.792.770  

16 Prov. Kalimantan Selatan      1.266.883.988.515       1.221.732.391.058        1.348.729.961.206  

17 Prov. Kalimantan Timur      2.211.317.315.471       2.007.130.809.496        1.571.814.627.288  

18 Prov. Sulawesi Utara         506.723.317.942          757.277.044.717           745.899.590.321  

19 Prov. Sulawesi Tengah         276.831.808.150          442.524.325.052           503.973.009.626  

20 Prov. Sulawesi Selatan         676.237.209.051          849.305.057.556           856.863.743.969  

21 Prov. Sulawesi Tenggara         553.493.129.799          683.508.524.457           751.917.122.616  

22 Prov. Bali         370.585.304.612          562.235.633.012           730.924.237.375  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat         422.797.430.140          834.584.079.149           696.681.645.258  

24 Prov. Nusa Tenggara 

Timur 

        407.600.788.970          606.702.214.577           602.299.044.635  

25 Prov. Maluku         369.329.906.335          542.785.444.495           753.758.990.734  

26 Prov. Papua      1.689.302.792.613       2.865.461.762.743        2.490.333.441.810  

27 Prov. Maluku Utara         427.964.702.584          423.492.341.205           592.691.071.221  

28 Prov. Banten         691.484.342.957       1.435.969.706.844        1.334.133.583.359  

29 Prov. Bangka Belitung         305.553.488.954          233.717.853.658           229.776.980.689  

30 Prov. Gorontalo         232.424.743.197          344.244.075.019           296.922.957.084  

31 Prov. Kepulauan Riau         717.994.481.279          341.284.894.457           303.204.145.183  

32 Prov. Papua Barat      1.191.788.081.842       1.677.004.074.167        1.446.543.651.937  

33 Prov. Sulawesi Barat         267.018.262.350          445.228.018.490           498.735.452.856  

34 Prov. Kalimantan Utara         224.639.157.630          668.609.685.103           797.282.256.449  

 



 

 

 

TOTAL ASET  PROVINSI TAHUN 2014-2016 

NO NAMA PROVINSI TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 

1 Prov. Aceh    20.906.506.241.212     16.128.417.420.379      18.911.685.653.620  

2 Prov. Sumatera Utara    16.465.581.739.483     12.307.648.066.987      14.152.149.422.268  

3 Prov. Sumatera Barat      9.763.903.046.956       7.168.026.165.850        8.152.807.500.452  

4 Prov. Riau    29.935.125.050.403     26.046.927.414.246      31.643.508.312.589  

5 Prov. Jambi      8.517.755.697.517       5.390.176.322.974        6.230.703.051.278  

6 Prov. Sumatera Selatan    11.844.599.755.104     13.760.363.152.959      15.278.308.894.172  

7 Prov. Bengkulu      2.794.222.957.691       3.191.506.117.380        3.902.701.234.736  

8 Prov. Lampung      6.109.073.617.493       4.328.153.194.287        4.883.232.964.194  

9 Prov. DKI Jakarta  425.756.995.051.083   421.061.389.203.531    442.977.223.000.927  

10 Prov. Jawa Barat    28.614.139.178.798     25.574.494.189.275      28.286.541.521.361  

11 Prov. Jawa Tengah    25.057.414.797.938     23.671.833.181.231      30.749.242.076.898  

12 Prov. DI Yogyakarta      7.085.704.720.675       5.313.019.451.168        6.050.819.887.074  

13 Prov. Jawa Timur    25.914.348.383.925     26.958.068.256.119      30.127.166.768.665  

14 Prov. Kalimantan Barat      5.626.886.849.281       6.913.584.525.008        7.593.574.406.129  

15 Prov. Kalimantan Tengah    10.237.049.599.817       8.884.606.823.879        9.588.975.812.764  

16 Prov. Kalimantan Selatan    10.728.332.295.263     10.116.946.834.569      11.138.742.854.862  

17 Prov. Kalimantan Timur    30.089.700.173.299     23.428.575.292.236      23.113.184.392.170  

18 Prov. Sulawesi Utara      4.576.695.729.099       4.829.525.823.823        6.150.958.263.759  

19 Prov. Sulawesi Tengah      4.914.468.007.761       3.750.216.984.210        4.211.734.102.129  

20 Prov. Sulawesi Selatan      7.945.615.814.350       8.146.167.988.935        9.137.116.284.120  

21 Prov. Sulawesi Tenggara      7.383.457.550.987       7.545.880.421.394        8.189.043.983.872  

22 Prov. Bali      6.413.739.380.986       5.616.048.443.600        8.554.849.314.154  

23 Prov. Nusa Tenggara Barat    11.963.681.039.485     10.918.318.404.273      11.890.842.470.329  

24 Prov. Nusa Tenggara 

Timur 

     6.228.497.977.950       4.485.512.908.015        5.354.336.886.083  

25 Prov. Maluku      5.142.900.347.645       4.148.811.786.282        4.672.543.530.526  

26 Prov. Papua    21.463.852.247.807     16.090.766.721.646      19.128.988.032.431  

27 Prov. Maluku Utara      1.968.264.197.174       2.258.733.559.619        2.873.883.233.063  

28 Prov. Banten    12.535.341.575.829     10.136.346.846.015      10.034.979.988.831  

29 Prov. Bangka Belitung      4.358.687.025.015       3.391.450.064.906        3.776.442.444.257  

30 Prov. Gorontalo      2.028.958.052.928       1.562.126.692.223        1.725.280.421.554  

31 Prov. Kepulauan Riau      4.665.884.534.180       3.865.362.032.175        3.872.940.317.954  

32 Prov. Papua Barat    10.130.351.024.696       7.894.905.303.026        9.030.570.639.652  

33 Prov. Sulawesi Barat      1.344.418.195.971       1.565.282.539.830        1.899.310.955.012  

34 Prov. Kalimantan Utara      1.455.465.437.049       1.807.408.029.500        3.085.669.426.622  

 



 

 

 



 
 

 
 

RASIO KEMANDIRIAN PROVINSI TAHUN 2014 (dalam rupiah) 

NO NAMA PROVINSI PAD DAPER PINJAMAN  (%) RASIO 

KEMANDIRIAN 

1 Prov. Aceh    1.731.130.839.637     2.551.683.310.691                               -  67.84 

2 Prov. Sumatera Utara    4.416.811.865.267     1.812.638.981.079                               -  243.67 

3 Prov. Sumatera Barat    1.729.222.284.040     1.333.059.018.233                               -  129.72 

4 Prov. Riau    3.245.087.745.090     4.231.808.633.743          3.413.333.988  76.62 

5 Prov. Jambi    1.281.239.472.808     1.514.518.389.008                               -  84.60 

6 Prov. Sumatera Selatan    2.422.673.788.769     2.982.866.000.798                               -  81.22 

7 Prov. Bengkulu       672.064.468.249     1.104.582.675.517                               -  60.84 

8 Prov. Lampung    2.274.685.572.913     1.472.486.568.518                               -  154.48 

9 Prov. DKI Jakarta  31.274.215.885.720     9.677.533.225.272                               -  323.16 

10 Prov. Jawa Barat  15.038.153.309.919     3.260.505.636.017                               -  461.22 

11 Prov. Jawa Tengah    9.916.358.231.432     2.542.626.744.680             629.793.935  389.91 

12 Prov. DI Yogyakarta    1.464.604.954.200     1.013.811.389.590          7.507.081.339  143.40 

13 Prov. Jawa Timur  14.442.216.534.959     3.485.336.767.166                               -  414.37 

14 Prov. Kalimantan Barat    1.621.610.890.849     1.531.868.902.983                               -  105.86 

15 Prov. Kalimantan Tengah    1.253.708.122.296     1.557.416.499.094                               -  80.50 

16 Prov. Kalimantan Selatan    2.898.704.954.480     1.523.714.615.711                               -  190.24 

17 Prov. Kalimantan Timur    6.663.113.274.491     4.253.320.982.625                               -  156.66 

18 Prov. Sulawesi Utara       937.681.926.708     1.093.949.317.889                               -  85.72 

19 Prov. Sulawesi Tengah       824.611.352.385     1.239.776.947.097          2.236.148.199  66.39 

20 Prov. Sulawesi Selatan    3.029.122.238.496     1.531.374.909.824      247.632.975.896  170.27 

21 Prov. Sulawesi Tenggara       599.942.751.257     1.236.016.579.241                               -  48.54 



 

 

22 Prov. Bali    2.920.416.697.075     1.018.431.008.887                               -  286.76 

23 Prov. Nusa Tenggara Barat    1.115.060.397.173     1.212.086.447.141                               -  92.00 

24 Prov. Nusa Tenggara Timur       763.300.806.702     1.282.745.347.275                               -  59.51 

25 Prov. Maluku       425.425.607.781     1.165.471.923.932                               -  36.50 

26 Prov. Papua       944.929.691.841     2.643.812.996.686                               -  35.74 

27 Prov. Maluku Utara       203.059.697.910     1.089.674.338.801                               -  18.63 

28 Prov. Banten    4.899.125.691.766     1.159.872.633.113                               -  422.38 

29 Prov. Bangka Belitung       563.108.840.861     1.025.142.797.595                               -  54.93 

30 Prov. Gorontalo       281.920.210.039        800.313.828.654                               -  35.23 

31 Prov. Kepulauan Riau    1.070.208.288.698     1.664.959.883.176                               -  64.28 

32 Prov. Papua Barat       306.674.697.583     2.783.645.234.923                               -  11.02 

33 Prov. Sulawesi Barat       222.635.496.656        857.098.934.754                               -  25.98 

34 Prov. Kalimantan Utara         11.833.885.267     1.228.625.712.846   0.96 

 



 

 

 

RASIO KEMANDIRIAN PROVINSI TAHUN 2015 (dalam rupiah) 

NO NAMA PROVINSI PAD DAPER PINJAMAN  (%) RASIO 

KEMANDIRIAN 

1 Prov. Aceh    1.972.049.032.902     1.561.778.472.543                               -  126.27 

2 Prov. Sumatera Utara    4.883.880.619.308     1.521.253.168.298                               -  321.04 

3 Prov. Sumatera Barat    1.876.733.122.796     1.390.876.415.377                               -  134.93 

4 Prov. Riau    3.476.960.097.649     2.548.627.473.189                               -  136.42 

5 Prov. Jambi    1.241.223.028.012     1.419.079.798.364                               -  87.47 

6 Prov. Sumatera Selatan    2.534.526.413.315     2.329.728.331.330                               -  108.79 

7 Prov. Bengkulu       701.300.383.229     1.208.985.365.208                               -  58.01 

8 Prov. Lampung    2.247.342.667.611     1.514.291.528.636                               -  148.41 

9 Prov. DKI Jakarta  33.686.176.815.708     5.887.267.644.697        48.884.300.406  567.47 

10 Prov. Jawa Barat  16.032.856.414.345     2.506.877.511.840                               -  639.55 

11 Prov. Jawa Tengah  10.904.825.812.504     2.257.142.994.740                               -  483.13 

12 Prov. DI Yogyakarta    1.593.110.769.595     1.021.886.268.197                               -  155.90 

13 Prov. Jawa Timur  15.402.647.674.503     3.115.619.118.152                               -  494.37 

14 Prov. Kalimantan Barat    1.702.542.350.065     1.644.655.327.863                               -  103.52 

15 Prov. Kalimantan Tengah    1.174.969.266.557     1.673.376.686.956        61.500.000.000  67.73 

16 Prov. Kalimantan Selatan    2.684.908.313.881     1.576.111.339.450          1.950.116.366  170.14 

17 Prov. Kalimantan Timur    4.950.160.613.906     4.024.025.055.410                               -  123.02 

18 Prov. Sulawesi Utara    1.012.945.961.386     1.173.041.386.645                               -  86.35 

19 Prov. Sulawesi Tengah       904.937.124.509     1.557.754.565.164                               -  58.09 



 

 

20 Prov. Sulawesi Selatan    3.270.828.511.467     1.590.754.389.411                               -  205.61 

21 Prov. Sulawesi Tenggara       667.079.209.826     1.383.850.899.555        58.784.889.900  46.24 

22 Prov. Bali    3.041.298.422.525     1.070.197.147.350                               -  284.18 

23 Prov. Nusa Tenggara Barat    1.372.661.567.125     1.450.695.264.778                               -  94.62 

24 Prov. Nusa Tenggara Timur       882.315.240.378     1.461.922.422.707                               -  60.35 

25 Prov. Maluku       390.813.371.781     1.453.149.900.103                               -  26.89 

26 Prov. Papua       912.908.312.259     3.256.235.609.860                               -  28.04 

27 Prov. Maluku Utara       236.054.304.107     1.303.829.596.014                               -  18.10 

28 Prov. Banten    4.972.737.619.281        976.787.585.900                               -  509.09 

29 Prov. Bangka Belitung       571.802.890.055     1.130.400.495.449                               -  50.58 

30 Prov. Gorontalo       289.557.151.142        934.046.394.149                               -  31.00 

31 Prov. Kepulauan Riau    1.013.226.321.364     1.246.121.773.175                               -  81.31 

32 Prov. Papua Barat       322.799.297.752     2.496.263.896.072                               -  12.93 

33 Prov. Sulawesi Barat       273.507.239.233        991.630.605.275                               -  27.58 

34 Prov. Kalimantan Utara       370.047.613.759        910.439.345.079                               -  40.64 

 



 

 

 

RASIO KEMANDIRIAN PROVINSI TAHUN 2016 (dalam rupiah) 

NO NAMA PROVINSI PAD DAPER PINJAMAN  (%) RASIO 

KEMANDIRIAN 

1 Prov. Aceh    2.060.180.945.551     1.572.466.631.620                               -  131.02 

2 Prov. Sumatera Utara    4.954.833.100.869     5.219.273.756.069                               -  94.93 

3 Prov. Sumatera Barat    1.964.148.975.799     2.576.754.985.110                               -  76.23 

4 Prov. Riau    3.110.656.139.757     3.824.481.733.335             322.652.273  81.33 

5 Prov. Jambi    1.233.514.664.110     1.547.888.628.151                               -  79.69 

6 Prov. Sumatera Selatan    2.546.177.544.349     2.506.312.481.085                               -  101.59 

7 Prov. Bengkulu       731.556.734.070     1.616.462.129.843                               -  45.26 

8 Prov. Lampung    2.368.796.251.247     3.158.712.900.538                               -  74.99 

9 Prov. DKI Jakarta  36.888.017.587.716   15.271.661.452.714      335.756.625.269  236.35 

10 Prov. Jawa Barat  17.042.895.113.672   10.622.671.443.683                               -  160.44 

11 Prov. Jawa Tengah  11.541.029.720.310     8.017.297.595.983             905.850.000  143.94 

12 Prov. DI Yogyakarta    1.673.749.196.522     1.697.108.535.480          6.197.259.975  98.26 

13 Prov. Jawa Timur  15.817.795.024.797     9.039.003.358.881                               -  174.99 

14 Prov. Kalimantan Barat    1.664.338.991.973     1.860.789.737.696                               -  89.44 

15 Prov. Kalimantan Tengah    1.158.303.928.014     1.878.977.521.255                               -  61.65 

16 Prov. Kalimantan Selatan    2.499.862.900.404     2.677.349.255.301             210.756.369  93.36 

17 Prov. Kalimantan Timur    4.029.364.843.886     3.941.626.961.365                               -  102.23 

18 Prov. Sulawesi Utara       981.044.559.607     1.880.906.286.799                               -  52.16 

19 Prov. Sulawesi Tengah       939.092.069.082     2.210.604.520.193                               -  42.48 



 

 

20 Prov. Sulawesi Selatan    3.449.561.308.105     3.699.816.673.661                               -  93.24 

21 Prov. Sulawesi Tenggara       753.657.954.464     2.037.098.801.791                               -  37.00 

22 Prov. Bali    3.041.195.258.456     1.867.010.930.284                               -  162.89 

23 Prov. Nusa Tenggara Barat    1.359.844.019.438     2.583.032.589.905                               -  52.65 

24 Prov. Nusa Tenggara Timur       995.186.120.952     2.839.657.758.567                               -  35.05 

25 Prov. Maluku       466.208.198.074     2.041.954.997.675                               -  22.83 

26 Prov. Papua    1.019.732.912.606     3.595.089.073.914                               -  28.36 

27 Prov. Maluku Utara       280.150.113.343     1.453.204.504.116                               -  19.28 

28 Prov. Banten    5.463.156.734.851     3.185.553.940.739                               -  171.50 

29 Prov. Bangka Belitung       574.258.443.820     1.126.284.913.345                               -  50.99 

30 Prov. Gorontalo       311.223.202.412     1.232.492.163.694                               -  25.25 

31 Prov. Kepulauan Riau    1.079.309.741.999     1.464.904.579.643             158.100.000  73.67 

32 Prov. Papua Barat       338.811.109.229     3.221.910.435.351                               -  10.52 

33 Prov. Sulawesi Barat       277.686.126.682     1.364.157.113.820        84.202.633.618  19.17 

34 Prov. Kalimantan Utara       507.955.516.972     1.579.537.873.785                               -  32.16 



 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 
 

BIODATA PENELITI 



 

 

BIODATA PENELITI 

 

Nama Lengkap  : Lathifah Ridla Agustina 

Tempat, tanggal lahir  : Malang, 15 Agustus 1996 

Alamat    : Dsn. Turus Ds. Ternyang Rt. 25 Rw. 07  

Kec.Sumberpucung Kab. Malang 

Telepon/Hp   : 081233304457 

E-mail    : ridlalathifah@gmail.com 

Facebook   : LathifahRidla 

 

Pendidikan Formal 

2001-2002   : TK Dharma Wanita 

2002-2008   : SDN Ternyang 02 

2008-2011   : SMP Negeri 04 Kepanjen 

2011-2014   : SMA Negeri 01 Kepanjen 

 

Pendidikan Non Formal 

2014-2015   : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  

    Maulana Malik Ibrahim Malang 

2015-2016   : English Language Center (ELC) UIN 

    Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

PengalamanOrganisasi 

 Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang tahun 2015 

mailto:ridlalathifah@gmail.com


 

 

 

AktivitasdanPelatihan 

 Peserta training “Character Building” dalam Pembinaan Mahasiswa Baru di 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 Peserta kuliah tamu Jurusan Akuntansi tema “Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” 

 Peserta Diklat Menengah KOPMA Padang Bulan UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang dengan tema “Memperkuat Peran Pemuda dalam 

Meningkatkan Perkembangan Manajemen Koperasi” 

 Peserta Seminar Nasional Mahasiswa Mandiri “Surplus” 

 Peserta kuliah tamu internasional “Membedah dan Memahami Sukuk dalam 

Keuangan Islam” dengan narasumber Prof. Dr. Kholaf Solaman Alnemari di 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 Peserta seminar nasional “Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal 

Bertauhid, Fundraising, dan Pemasaran Syariah” oleh Fakultas Ekonomi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

 


